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Tulisan ini berbicara tentang tindak pidana pemerkosaan dalam suatu masyarakat
disebabkan oleh adanya berbagai dominasi yang tidak mengarus-utamakan
gender, mengutamakan faktor kekuasaan dan dominasi-dominasi lainnya yang
dalam berbagai bentuknya merupakan suatu penafsiran akan eksistensi
perempuan. Dominasi yang dimaksud adalah berupa  dominasi dalam kerangka
norma yang tercerminkan dalam bentuk putusan hakim. Penulis memiliki asumsi,
bahwa kultur maskulin, feminis, maupun egaliter, sangat menentukan persepsi
peradilan terhadap kasus pemerkosaan.
Masalah,” Bagaimana penanganan tindak pidana perkosaan oleh pengadilan
negeri dan pengadilan adat di Wilayah Kupang, serta konsep putusan pengadilan
yang berbasis transendental ?
Tujuan Penelitian : Mengungkap penanganan tindak pidana pemerkosaan oleh
pengadilan negeri maupun pengadilan adat di Wilayah Kupang, serta konsep
putusan pengadilan yang berbasis transendetal.
Metode: Jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis filosofis yang bersifat
deskriptif, eksplanatif dan eksploratif. Teknik pengumpulan data utama dengan
merekap data tindak pidana pemerkosaan yang telah diselesaikan oleh pengadilan
negeri, data juga di peroleh dari observasi wawancara dengan beberapa tokoh
yeng mengetahui kasus tindak pidana perkosaan yang diselesaikan secara
adat/musyawarah mufakat.
Hasil penelitian : Disimpulkan bahwa terdapat perbedaan corak dan dinamika
penanganan tindak pidana perkosaan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan
adat,dimana pengadilan negeri memiliki kecenderungan pembuktian yang bersifat
yuridis dan terdapat disparitas pidana dalam putusan pengadilan negeri hal ini
dipengaruhi oleh faktor subtansi, struktur maupun kultur sehingga ditenggarai
menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka tindak pidana perkosaan yang
terjadi dalam masyarakat. Sedangkan pengadilan adat tidak memiliki
kecenderungan pembuktian dalam penanganan tindak pidana perkosaan  karena
dalam delik adat adaanya unsur kesalahan dan unsur kehilafan tidak menjadi
syarat mutlak atau tidak memerlukan pembuktian sama sekali,cukup ada
terganggunya keseimbangan atau perimbangan batin masyarakat adalah
merupakan delik adat  yang harus dilakukan upaya adat untuk mengembalikan
keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pelaku. Terdapat aspek
transendental yang berbeda dalam putusan pengadilan negeri dan pengadilan adat.
Terhadap perbedaan tersebut, penulis berusaha menyusun konsep putusan yang
berbasis transendental sebagai alternatif putusan terbaik.Putusan berbasis
transendental adalah putusan yang mengakomodasi unsur-unsur: pengakuan
keberadaan Tuhan, pengakuan adanya norma mutlak dari Tuhan yang tidak
berasal dari akal manusia, menggunakan hati nurani, mengandung nilai ajaran
agama, etika, dan moral yang bersifat holistik.





Perempuan sebagai pihak yang seringkali  mendapat perlakuan tidak adil
dalam berbagai kasus hukum, salah satunya adalah sebagai korban perkosaan,
yang berasal dari berbagai lapisan sosial, golongan pekerjaan, usia, dan status
perkawinan, sendirian maupun beramai-ramai. Para pelaku perkosaan dan
kekerasan terhadap perempuan pun dapat berasal dari berbagai kalangan,
pekerjaan, usia, kelas sosial maupun status perkawinan. Fakta adanya perkosaan
dan pelecehan seksual secara masal dan brutal dalam kerusuhan Mei 1998
memunculkan negara sebagai bagian dari pelaku kekerasan terhadap perempuan
(state violence against women)1. Beban yang harus ditanggung perempuan
sebagain korban perkosaan kian bertambah, karena adanya penuelesaian yang bias
gender. Hal ini terutama disebabkan karena sistim patriarki yang kental yang
terinternalisasi dalam nilai nilai, norma dan aturan yang ada ditengah masyarakat.
Konsepsi hukum Indonesia saat ini terutama dalam hukum pidana yang
mengadopsi Wetbroek Van Straftrecht (WVS) juga berbasis pada pengalaman
kebudayaan Belanda, sangat dipengaruhi ideologi orang belanda di zamannya,
dan Eropa pada umumnya. Oleh karena WVS ini menjadi sumber hukum bagi
hakim, dalam menentukan putusan-putusannya maka hasil akhir berupa sanksi
pidana terhadap pelaku akan sangat ditentukan oleh rumusan norma-norma
tersebut. Dalam konteks pidana perkosaan, memang telah ada reformasi hukum
yang menandai bahwa WVS tidak lagi mampu menjadi sumber hukum tunggal,
seiring dengan modus operandi perkosaan yang juga beragam. WVS
mencantumkan pemerkosaan hanya sebatas kejahatan kesusilaan.2 Kategorisasi
1Ibid., hlm. 115
2 Kejahatan Pemerkosaan Diatur Dalam Pasal 285 Dalam Bab XIV Tentang Kesusilaan. Kejahatan
Pemerkosaan Diancam Paling Lama 12 Tahun Penjara.
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pemerkosaan dalam kejahatan kesusilaan tidak melihat akibat yang diterima
korban.
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas
Perempuan) melaporkan bahwa perkosaan sebagai bentuk kekerasan seksual yang
paling banyak diberitakan. Sebanyak 34% dari sembilan media mengabarkan
kasus perkosaan dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2015. Pemberitaan
semakin marak paska Yuyun (YY) yang secara tragis diperkosa dan dibunuh oleh
14 laki-laki di Bengkulu.3 Kasus terhadap YY ini mendapat respon dari Presiden.
Secara langsung, Jokowi mengesahkan PERPU No.1 tahun 2016 tentang
hukuman tambahan yaitu kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual.
Pelaksanaan berupa hukuman mati dan ‘kebiri kimia’ pada ayat ini tentu
berpolemik. Bagi yang menyetujui menganggap hal ini sebagai hukuman yang
setimpal mengingat pemerkosaan dianggap sebagai tindakan yang berbahaya.
Anak dalam UU dinilai sebagai penerus bangsa. Sedangkan bagi mereka yang
kontra mengganggap hukuman ini bertentangan dengan Ratifikasi Konvensi Anti
Penyiksaan melalui UU No. 5 Tahun 1998 yang melarang segala bentuk
penghukuman yang kejam, pihak lain menyebutkan hukuman mati dan kebiri
tidak akan menyelesaikan permasalahan sosial yang paling mendasar. Fenomena
ini tentu sulit dijelaskan apabila masih berpijak kepada sisi normatif semata. Perlu
pendekatan yang lebih reflektif terhadap fenomena ini untuk mendapatkan
penjelasan yang memuaskan.
3 Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan tertanggal 7 Maret 2016, dinyatakan bahwa
pada tahun 2015, kekerasan seksual dalam rumah tangga atau relasi domestik atau ranah
personal menempati peringkat kedua setelah kekerasan fisik yaitu sebesar 3.325 kasus atau
sebesar 30%. Dalam konteks ini, bentuk kekerasan seksual tertinggi adalah perkosaan yaitu
sebesar 72% atau sekitar 2.399 kasus, pencabulan sebanyak 18% atau 601 kasus dan pelecehan
seksual 5% atau 166 kasus.Hal yang lebih miris justru terjadi dalam ranah komunitas, kekerasan
seksual merupakan kekerasan yang paling banyak terjadi terhadap perempuan yaitu mencapai
5.002 kasus pada tahun 2015. Bentuk kekerasan seksual tersebut antara lain perkosaan
sebanyak 1.657 kasus, pencabulan sebanyak 1.064 kasus, pelecehan seksual sebanyak 268
kasus kekerasan seksual lain sebanyak 130 kasus, dan kasus lainnya sebesar 55 kasus Lihat.
Www.Komnasperempuan.Go.Id 2016/03, Di Akses Pada Tanggal 4 Maret 2017. Lihat juga.
Anugerah Rizki Akbari, Et.Al. Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan, Peneliti Mappi
FHUI Atas Dukungan Australia Indonesia Partnership For Justice, Cetakan Pertama, Desember,
Hlm. 45. 2016.
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Positivisme hukum yang berhenti memaknai hukum kepada sekedar teks,
hukum tidak mampu memahami psikis seorang wanita. Kepekaan hukum yang
tumpul jelas tidak bisa mengantarkan kepada keadilan. Hukum yang kemudian
tumbuh menjadi rezim maskulin, menyerang secara brutal kepentingan
kepentingan perempuan. Rezim maskulin ini pula, menurut MacKinnon tertuang
dalam konstitusi Amerika yang tidak memilki landasan kesetaraan gender.
Keberadaan konstitusi yang nir gender, menurut MacKinnon turut berpengaruh
terhadap produk hukum yang mengatur tentang wanita, salah satunya adalah
pornografi4. Simbol patriarki yang dimaksud MacKinnon dapat kita temui dalam
KUHP. KUHP mencantumkan pemerkosaan sebatas kejahatan kesusilaan.5
Mengutip Spivak (1983), Asep Deni mengungkapkan bahwa perempuan
dibentuk dengan dimensi maskulin, hal tersebut yang selalu dilakukan untuk
menjadikan kaum perempuan sebagai objek sejarah.Wanita kemudian terbatas
menjadi objek yang statis, rigid, dan pasrah dan hanya bisa menerima suapan
pengetahuan dari subjek yang dominan terhadapnya yaitu kaum lelaki. Dominasi
ini sampai pada level kesadaran yang kemudian menjadi legitimasi bagi wanita
untuk tunduk meskipun mendapatkan penindasan dari laki laki, salah satunya
pemerkosaan. 6 Akibat dari kekerasan berbasis gender  ini maka melahirkan
diskriminasi yang pada akhirnya menyebabkan perempuan terhambat untuk
memperoleh hak haknya.
4MacKinnon banyak bicara tentang pornografi karena merasa dalam hal ini wanita menjadi
korban sebagai seroang Marxis, tentu MacKinnon tidak bisa melepaskan diri dari asumsi
materialisnya, yaitu mengenai determinasi ekonomi terhadap suprastruktur. MacKinnon
melihat tubuh perempuan adalah objek ekspoitasi untuk dijadikan kapitalisasi modal.
Pornografi meski mengantarkan wanita kepada ketenaran, namu disatu sisi mereka tidak
menyadari ketertindasanya, karena kesadaranya telah dipalsukan dan dalam konteks hukum,
mereka yang menjadi korban dari ekspoitasi ia tidak bisa membela dirinya di hadapan hukum
yang sangat bercorak maskulin. Awaludin Marwan, Ibid, hlm 192. Bandingkan dalam
MacKinnon, 1987, Feminism Unmodifed ; Discourse on Life and Law, Harvard University Press.
Cambridge, hlm 127.
5 Kejahatan Pemerkosaan diatur dalam Pasal 285 dalam Bab XIV tentang Kesusilaan. kejahatan
pemerkosaan diancam paling lama 12 tahun penjara.
6Asep Deni Saputra, Perempuan Subaltern dalam Karya Sastra Indonesia Poskolonial, Jurnal
Literasi, Vol.1 No. 1, Juni 2011, hlm 17.
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Penulis memiliki asumsi, bahwa kultur maskulin, feminis, maupun egaliter,
sangat menentukan persepsi peradilan terhadap kasus pemerkosaan. Misalnya
studi Breet Shandel di Kenya (Afrika) yang terkenal sangat maskulin,
membuktikan bahwa laki laki sangat menguasai jalannya peradilan, dan wanita
terdominasi oleh dominasi peradilan. Shandel mencontohkan salah satu kasus,
ketika seorang gadis dibawah umur (16) mengalami perkosaan, dan sang pelaku
hanya dihukum 6 bulan penjara dan denda sebesar shs. 100.7
Studi empirik di Afrika ini bisa digenapi dengan studi Matarive yang
menyoroti peradilan adat Shona di Zimbabwe. Matarive, pada awalnya cukup
apresiatif dengan beberapa nilai yang ‘hilang’ dalam peradilan modern, namun
ditemukan kembali dalam peradilan adat, seperti konsep ‘reconsiliation’ dan
‘recognize’ dalam setiap perselisihan. Kedua konsep tersebut mengupayakan
pemulihan kerugian dalam sebuah perselisihan. Hanya saja, menurut Matarive,
Peradilan adat Shona masih memiliki bias gender yang tidak memihak kepada
wanita. Ia melanjutkan, dalam banyak kasus, opini mereka tidak terwakilkan
dengan baik. Bahkan secara apriori, sebelum peradilan digelar, perempuan ada
dalam posisi yang lebih lebih lemah terhadap lelaki karena mereka selalu kalah
dalam setiap putusan mengenainya).8
Baik pendapat MacKinnon yang mewakili hukum modern, maupun studi
(empirik) oleh Matarive dan Shandel yang mewakili hukum adat, kita bisa
menyimpulkan bahwa wanita ada dalam posisi lemah ketika berhadapan dengan
hukum dan peradilan, baik modern maupun hukum adat. Kesimpulan ini bisa
penulis jadikan asumsi sekaligus pijakan untuk mengatakan bahwa dalam kasus
pemerkosaan, perempuan yang berposisikan sebagai korban, akan berada dalam
posisi yang mudah dilemahkan.
Namun sebagaimana hipotesis yang harus diujicobakan secara ilmiah.
metode ilmiah sendiri berguna menguji korespondensi atau kesesuaian pernyataan
7Breet Shadle, Rape in the Courts of Gusiiland, Kenya, 1940s–1960s,African Studies Review,
Volume 51, Number 2, September 2008, Hlm 42.
8Monica Matavire,Interrogating the Zimbabwean Traditional Jurisprudence and the Position of
Women in Conflict Resolution. A Case of the Shona Tribes in Muzarabani District, International
Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 3; February 2012, hlm 222
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dalam sebuah teori atau hipotesis dengan kenyataan objektif yang ada di dunia.
Tolak ukur inilah yang hendak dipakai untuk menguji suatu asumsi apakah, suatu
asumsi dapat diterima ataukah tidak dengan metode yang bersifat sistematis, logis,
rasional, dan koheren.9
Adapun penulis akan menggunakan dua objek sebagai bahan studi empirik
untuk menguji asumsi. Pertama, adalah putusan tentang kasus pemerkosaan
Pengadilan Negeri di Nusa Tenggara Timur (NTT). Alasan penulis memilih
Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dan Pengadilan Negeri Atambua beranjak
dari faktor objektif, bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan cukup tinggi
yakni sejak tahun 2013 terdapat 40 kasus, tahun 2014 sebanyak 19 kasus,
sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 27 kasus, tahun 2016 sebanyak 31 kasus
dan tahun 2017 sebanyak 41 kasus. Demikian pula kasus tindak pidana perkosaan
yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Atambua, sejak kurun waktu 2013
berjumlah 16 kasus, 2014 sebanyak 19 , tahun 2015 sebanyak  16 kasus, tahun
2016 sebanyak  35 kasus, sedangkan tahun  2017 sebanyak 22 kasus, mayoritas
kasus tersebut, berupa tindak pidana perkosaan/ persetubuhan dan pencabulan
sebagaimana tertuang dalam pasal 81 dan pasal 82 Undang Undang Perlindungan
Anak, dengan variasi jo pasal 55 ke 1  atau jo pasal 64 ke 1, ke 2 , jo pasal 77
KUHP,  atau pasal 82 Undang Undang Perlindungan Anak subsidair pasal 290 ke-
3, atau dikenakan dakwaan pasal 82 Undang Perlindungan Anak subsidair pasal
290 ke-2,  atau ketentuan pasal 285  jo pasal 55 (1) ke -1 KUHP.10
Liby Sin Laeloe, Direktur Umum Rumah Perempuan Kupang (RPK)
,mengatakan kekerasan berbasis gender selama tiga tahun terakhir di kota Kupang
NTT, paling menonjol adalah kekerasan seksual dan rumah tangga (KDRT) sejak
tahun 2010 mencapai 167 kasus,meningkat tahun 2011 menjadi 180 dan tahun
2012 sebanyak 249 kasus.11.Kasus yang berbasis gender yang terjadi di Nusa
Timur mencapai 2.573 kasus, data ini merupakan data pendampingan Rumah
9J. Sumardinta, Objektivitas Kebenaran Ilmiah : Mungkinkah, Jurnal Diskursus, Vol.7, No. 2, Hlm
118,
10 Data di ambil pada Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang dan Pengadilan Negeri Atambu
11www.nttterkini.com ,12 Februari 2013, dikases pada  selasa 28/03/2017 pukul.16.34
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Perempuan Kupang (RPK) sejak tahun 2000 sampai 2014 dari tingkat
kabupaten/kota.12
Faktor yang melatar belakangi langgengnya kekerasan berbasis gender
sampai saat ini karena sistem patriarki yang kental yang terinternalisasi dalam
nilai nilai, norma dan aturan yang ada di tengah masyarakat. Akibat dari
kekerasan berbasis gender ini maka melahirkan diskriminasi yang pada akhirnya
menyebabkan perempuan dan anak terhambat untuk memperoleh hak haknya
sebagai warga negara13.
Adapun objek penelitian kedua adalah peradilan adat yang terdapat di Nusa
Tenggara Timur yang masih memiliki kebiasaan musyawarah mufakat dalam
menyelesaikan kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satunya kabupaten
Belu-Atambua memiliki catatan angka kekerasan terhadap perempuan di Atambua
cukup tinggi sebagaimana dilansir oleh FPPA (Forum Peduli Perempuan dan
Anak) Kabupaten Belu  merilis berita bahwa lima tahun terakhir, kasus kekerasan
seksual terhadap  anak di bawah umur mencapai 36 kasus. 36 kasus tersebut sejak
tahun 2012 hingga pertengahan 2016 dengan kasus yang terjadi yaitu, kasus
kekeransan seksual dan pelecehan seksual, yang kebanyakan pelakunya masih
berhubungan darah dengan korban, seperti ayah kandung, saudara kandung,
paman dan juga tetangga korban, latar belakang terjadinya kasus kekerasan
seksual terhadap anak karena tradisi mengkonsumsi minuman keras (miras) yang
masih di lakukan sehingga sulit untuk mengendalikan diri, kemiskinan,
pemahaman hukum yang minim kurang menyadari peran dari laki-laki yang
seharusnya melindungi anak, mengakibatkan kasus serupa sering terjadi.14
12Nyong, Kota Kupang: Angka Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Terus Meningkat ! dalam
http://www.moral-politik.com/2016/07/kota-kupang-angka-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-
anak-terus-meningkat/2/ diakses pada Selasa. 28/03/2017 Pukul 16:34
13Ibid
14 Feby Leo Pede, Kekerasan seksual Terhadap Anak di Atambua mencapaia 36 kasus, 18 Juli
2016, diakses dari
http://rri.co.id/post/berita/291646/daerah/kekerasan_seksual_terhadap_anak_di_atambua_m
encapai_36_kasus.html, pada Jumat (16/02) Pukul 16 : 31.
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Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Atambua bisa diselesaikan
dengan adat. Meskipun pada praktiknya, penyelesaian ini adalah pilihan untuk
menggunakan penyelesaian secara adat atau melalui peradilan pada umumnya.
Namun hukuman bagi pelaku pemerkosaan menurut peradilan adat adalah pelaku
justru akan dinikahkan dengan korban. Hukuman ini cukup adil, sebagai upaya
restorasi dan bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku terhadap koban, hanya saja
menurut Tien. dkk, dalam kasus korban menolak dinikahkan, maka kasus akan
dibiarkan mengggantung.15. Hal ini kemudian melatar belakangi, banyak korban
lebih menggunakan peradilan umum dari pada peradilan adat. Tien memberi
sebuah contoh kasus pemerkosaan seorang anak yang dilakukan oleh pamanya
sendiri. Pada awalnya, ayah korban didesak untuk menyelesaikan secara adat,
karena masih hubungan darah, namun ia lebih memilih kasus ini diselesaikan
melalui peradilan umum dan berharap pelaku dihukum seberat beratnya.16
Kasus pemerkosaan, bagi Tien menjadi hal yang cukup sulit diselesaikan.
Tien melihat faktor keluarga cukup penting untuk mendorong korban agar
bercerita mengenai kekerasan seksual yang diterimanya, pendapat Tien sama
dengan studi Lamber Missa yang menyatakan bahwa karena korban sulit untuk
mengungkapkan kondisi dirinya menjadi korban pemerkosaan. Hal ini karena
masyarakat adat setempat menabukan seks, hingga kasus ini hampir tidak pernah
diproses.17
Dengan uraian di atas, maka akan diajukan penelitian dengan judul
“Tindak Pidana Perkosaan : Studi Tentang Aspek Transendental Pada Putusan
Pengadilan di Nusa Tenggara Timur”
B. Fokus Studi
15Tien Handayani, dkk. Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu, Jurnal Hukum & Pembangunan 46 No. 2
(2016), Hlm 245.
16Ibid, Hlm 246.
17Ibid, Hlm 246 Bandingkan dengan Lamber Missa, Studi Kriminologi Penyelesaian Kasus
Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Kupang Nusa Tenggara Timur, 2010,Tesis,
Universitas Diponegoro : Semarang , hlm 26
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Fokus penelitian ini adalah mengungkap penanganan tindak pidana
pemerkosaan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan adat sehingga dapat
digambarkan dan dijelaskan corak dinamis atau celah antara dua corak hukum
yang tertuang dalam kasus serta menemukan aspek transendental dalam putusan
yang diselesaikan oleh pengadilan negeri maupun pengadilan adat sehingga dapat
dirumuskan konsep putusan yang berbasis transendental.
B. Permasalahan Penelitian
Dalam penelitian ini ada tiga masalah yang perlu dicari jawabannya.
1. Bagaimana penanganan tindak pidana perkosaan oleh pengadilan negeri di
wilayah Kupang?
2. Bagaimana penanganan tindak pidana perkosaan oleh pengadilan adat di
wilayah Kupang?
3. Bagaimana konsep putusan pengadilan yang berbasis transendental ?
C.  Manfaat Penelitian
Berdasarkan pokok permasalahan dari penelitian yang dikemukakan diatas,
maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui cara penanganan tindak pidana perkosaan oleh
pengadilan negeri di wilayah Kupang
2. Untuk mengetahui cara penanganan tindak pidana perkosaan oleh
pengadilan adat di wilayah Kupang
3. Untuk menemukan konsep putusan pengadilan Negeri dan Pengadilan
Adat  yang berbasis transendental
D. Tujuan Penelitian
1. Secara Praktis, penelitian memberikan masukan bagi penyusunan basis
data pada organisasi yang memiliki perhatian terhadap perempuan,
sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai pemantau serta pengawasan
terhadap ketidakadilan yang dihadapi terutama gender perempuan,
khususnya kasus pemerkosaan. Pengawasan dan pengumpulan data
terhadap kasus kasus individual amat sangat penting, karena belum ada
mekanisme hukum yang mengontrolnya, sedangkan bagi status
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perempuan, justru pengalaman pengalaman pribadi yang pernah dialami
perempuan terkait tindak pidana perkosaan dan pengalaman proses
penyelesaian perkaranya dalam  sistem  peradilan pidana menjadi pangkal
tolak studi feminis. Sosialisasi konvensi CEDAW dan kesetaraan serta
keadilan gender akan lebih mantap jika disertai contoh contoh
pengalaman  nyata, apalagi kasus dan dampak ketidak adilannya dapat
dirasakan dan dilihat kenyataanya.
2. Secara Akademik, kajian ini akan bermanfaat memberikan sumbangsih
terhadap studi yang bertemakan komparasi hukum, terutama hukum
nasional yang bercorak statis dan kaku untuk dibandingkan dengan
hukum adat yang bercorak dinamik dan mencerminkan kearifan
masyarakat lokal. Alih alih menemukan kompromi untuk dua corak
hukum itu, yang terjadi adalah saling benturan dan negasi antar
keduanya. Dalam hal ini studi komparasi menemukan urgensinya,
dengan mengetahui celah antara dua corak hukum yang tertuang dalam
suatu kasus, diharapkan akan melahirkan alternatif terbaik bagi suatu
kasus.
3. Penelitian ini akan berusaha menemukan aspek-aspek transenden dalam
suatu kasus. Aspek Transenden, selain meniscayakan keadilan yang
hakiki, juga memiliki dimensi keimanan sehingga penjelasan suatu
fenomena merupakan kehendak dari Allah yang maha Esa. Manfaat
secara reflektif ini akan dipermudah dengan adanya studi komparatif,
sehingga bisa mengetahui corak hukum manakah yang mewakili nilai
nilai transenden. Sehingga bisa diakhiri dengan sebuah tawaran, untuk
menggunakan salah satu corak hukum dalam sebuah kasus, dalam hal ini
yaitu kasus pemerkosaan.
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F. Alur Kerangka Pemikiran
Alur Kerangka Penelitian dalam disertasi ini terlihat dalam diagram berikut ini:
Penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi persoalan yang terjadi
dalam empirik, yaitu tindak pidana pemerkosaan yang sifatnya multidimensi.
Berlandaskan pada temuan awal diperoleh suatu gambaran umum yang menjadi
titik picu, penulis berasumsi bahwa terjadinya pemerkosaan di suatu masyarakat
adalah disebabkan adanya berbagai dominasi yang tidak mengarus utamakan
gender, mengutamakan faktor kekuasaan dan dominasi-dominasi lainnya yang
dalam berbagai bentuknya merupakan suatu penafsiran akan eksistensi
perempuan. Dominasi yang dimaksudkan oleh penulis adalah berupa dominasi
dalam kerangka norma yang tercerminkan dalam bentuk putusan pengadilan
formal mapun peradilan adat. Adapun penulis memilih komparasi antara peradilan
formil Kupang dengan peradilan adat di wilayah Nusa Tenggara Timur.
a. Akan digunakan metode
Yuridis untuk menganalisis
putusan pengadilan untuk
menjawab rumusan masalah 1
c. Pendekatan fi losofis digunakan untuk
melakukan refleksi terhadap nilai -nilai
keadilan yang didapatkan selama
proses penelitian berlangsung untuk
menjawab rumusan masalah 3
b. Akan digunakan metode empiris
untuk menganalisis putusan
pengadilan adat Atambua untuk













































Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu yuiridis empiris dan
yuridis filosofis. Pendekatan pertama dilakukan, karena dalam penelitian ini
diawali dengan melakukan kajian terhadap aspek normatif dari putusan
pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan kajian empiris (sosiologis)
dari putusan pengadilan.
Pendekatan kedua dilakukan, karena penelitian ini bermaksud untuk
mengeksplorasi bangunan putusan pengadilan berbasis transendental. Dengan
demikian terdapat dua kegiatan utama dalam penelitian ini pertama;
mendeskripsikan tentang kenyataan yang terjadi dan kedua, menawarkan
konsep transendental sebagai bagian dari pertimbangan putusan hakim.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada dua wilayah yakni pertama di kota Kupang
Nusa Tenggara Timur, yakni pada pengadilan negeri Klas I A Kupang dan
pengadilan negeri Atambua, dan lokasi kedua adalah kabupaten Atambua
dan memilih tiga  desa yakni desa Raimanuk dan desa Bunak kabupaten
Atambua serta  Desa Wemeda kabupaten Malaka Timur. Lokasi lokasi ini
dipilih berdasarkan alasan : Pertama, sebagai alasan Objektif. Bahwa
kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah Kupang cukup tinggi yakni
sejak tahun 2013 terdapat 40 kasus, tahun 2014 sebanyak 19 kasus,
sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 27 kasus, tahun 2016 sebanyak 31
kasus dan tahun 2017 sebanyak 41 kasus. Demikian pula kasus tindak pidana
perkosaan yang telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Atambua, sejak kurun
waktu 2013 berjumlah 16 kasus, 2014 sebanyak 19 , tahun 2015 sebanyak  16
kasus, tahun 2016 sebanyak 25 kasus, sedangkan tahun  2017 sebanyak 22
kasus, mayoritas kasus tersebut, berupa tindak pidana
perkosaan/persetubuhan dan pencabulan.
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Kedua, masyarakat Atambua dominasi agama kristen katolik dan diketahui
masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan kasus tindak pidana
perkosaan.
Lokasi lain yang dipilih untuk menemukan kasus tindak pidana perkosaan
yang diselesaikan secara adat (musyawarah mufakat) di Nusa Tenggara
Timur adalah desa Dirumalik kabupaten Nagekeo serta desa Sambirampas
kabupaten Manggarai. Dalam mengeksplor kasus tindak pidana perkosaan
yang terjadidi dua wilayah tersebut peneliti tidak terjun secara langsung
karena jarak yang cukup jauh dari tempat peneliti sehingga kasus diperoleh
melalui informan yang tinggal di wilayah tersebut serta terlibat dalam
penyelesaiannya. Alasan lokasi ini dipilih :
1. Daerah Nagekeo memiliki dua wilayah yang terbagi dalam dua
wilayah yakni masyarakat yang tinggal di wilayah pegunungan
dominan agama kristen dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir
dominan agama islam.
2. Kabupaten Manggarai desa Sambi Rampas dominan agama islam
3. Adanya Dominasi agama kristen maupun islam di dua wilayah
tersebut, sehingga peneliti berasumsi akan menemukan perspektif yang
berbeda dari dua wilayah tersebut dalam menyelesaikan tindak pidana
perkosaan.
3. Sumber dan Jenis Data
Penelitian ini membutuhkan dua jenis data yang berasal dari dua sumber
yang berbeda, yaitu :
a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan
(field research). Yaitu data-data yang berasal dari sumber data utama, yang
berwujud tindakan-tindakan hukum dan peristiwa-peristiwa hukum,18 yang
terkait dengan objek yang diteliti. Adapun data-data primer ini akan diperoleh
melalui para informan dan situasi hukum, yang dipilih dengan tujuan tertentu,
18Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm.
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dengan menentukan informan dan situasi sosial awal terlebih dahulu.19. Para
informan yang menjadi informasi dalam riset ini adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggara adat  dari  kabupaten Atambua dan Malaka yakni di desa
Bunak, desa Raimanuk dan desa Wemeda. Penyelenggara adat di desa
Dirumalik kabupaten Nagekeo dan desa Sambi Rampas kabupaten Manggarai.
2. Kepolisian (Kanit PPA) Polresta Kupang dan Kanit PPA Polres Belu-
Atambua
3. Hakim Pengadilan Negeri Klas II A Kupang dan Hakim Pengadilan Negeri
Atambua
4. LSM pemerhati perempuan dan anak yakni : Ketua Rumah Perempuan
Kupang dan Ketua Rumah Aman Atambua
5. Korban tindak pidana perkosaan yang terjadi di Kupang dan Atambua
6. Dinas terkait yakni Dinas Sosial Kabupaten Kupang dan Dinas Sosial
Kabupaten Belu-Atambua.
7. Tokoh Agama/Masyarakat
Wawancara dan observasi tersebut akan dihentikan apabila
dipandang tidak lagi memunculkan varian informasi dari setiap
penambahan sampel yang dilakukan.20
b. Data Sekunder
Penelitian kepustakaan (library research), dilakukan untuk
mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari: dokumen-dokumen
tertulis, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (hukum
positif Indonesia), putusan pengadilan yang bersifat inkrach dari
Pengadilan Negeri Kupang dan Pegadilan Negeri Atambua, buku catatan
Rumah Perempuan Kupang dan data dari Rumah  Aman Atambua, Surat
pernyataan  bersama berdasarkan putusan adat  dari Rumah Aman
19 James P. Spradley, 1998.The Etnographic Interview, Dialih bahasakan oleh Misbah Zulfah
Elizabeth, dengan judul Metode  Etnografi. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, hlm. 61.
20Ibid, hlm 61.
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Atambua yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam
penelitian ini.
Dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik, baik
yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun non pemerintah terkait
dengan fokus permasalahan.
4.Teknik Pengumpulan Data
Data-data akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu: melalui
wawancara, observasi dan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan tahap-
tahap sebagai berikut :Pada tahap awal, di samping akan dilakukan studi
kepustakaan, yang dilakukan dengan cara cara, mencari, mengiventarisasi dan
mempelajari data-data sekunder yang berupa: putusan pengadilan tentang
tindak pidana perkosaan di Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri
Atambua serta dokumen-dokumen yang bersumber dari data-data statistik,
baik yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maupun non
pemerintah,yang terkait dengan fokus permasalahannya. Lalu akan dilakukan
wawancara secara intensif dan mendalam terhadap para informan, dan
observasi tidak terstruktur, yang ditujukan terhadap para informan dan
berbagai situasi. Para informan yang akan diwawancara dalam penelitian ini
adalah para hakim pengadilan negeri kupang dan Atambua, ketua adat serta
korban tindak pidana perkosaan, Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya.
Kedua cara yang dilakukan secara simultan ini dilakukan, dengan
maksud untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci dan mendalam,
tentang apa yang tercakup di dalam berbagai permasalahan yang telah
ditetapkan terbatas pada satu fokus permasalahan tertentu, dengan cara
mencari kesamaan-kesamaan elemen, yang ada dalam masing-masing bagian
dari fokus permasalahan tertentu, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari




Pertama, melalui pendekatan normatif untuk menjawab rumusan
masalah pertama yakni  menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan
pidana yang memeriksa dan mengadili tindak pidana perkosaan untuk
melihat apakah putusan tersebut telah melindungi perempuan atau hanya
menerapkan norma hukum yang ada dalam  hukum positif. Oleh karena
tindak pidana perkosaan selain mengandung unsur kekerasan baik fisik dan
psikis, pencabulan juga akan membuat rasa malu seumur hidup. Seharusnya
pelaku perkosaan dikenai dengan pemberatan pidana sebagai salah satu
bentuk perlindungan hukum bagi korban perkosaan.
Kedua, melalui pendekatan empiris  untuk menganalisis berbagai
pertimbangan hakim adat dalam mengadili kasus tindak pidana perkosaan
yang diasumsi memiliki perbedaan dengan perspektif pengadilan formal
negara baik dalam bentuk sanksi maupun perlindungan terhadap korban
perkosaan.
Ketiga, melalui pendekatan filosofis, untuk menemukan aspek
transendental yang kemudian diharapkan dapat merumuskan konsep putusan
hakim yang berbasis transendental sehingga dapat memberikan sumbangsih
dalam ilmu hukum dan dapat diimplementasikan untuk menghapus tindak
pidana perkosaan atau minimalnya turut serta dalam mengurangi terjadinya
tindak pidana perkosaan di Nusa Tenggara Timur. Dalam hal ini, objek
penelitian adalah hasil penelitian dalam rumusan masalah pertama dan
masalah yang kedua. Keduanya hendak penulis dialogkan dengan aspek
transenden yang penulis yakini, yaitu nilai nilai islam untuk dicari unsur
unsur transendensinya. Hal ini karena objek penelitian berkarakter nilai
yang membutuhkan refleksi dan abstraksi kedalam nilai nilai transenden.
6. Orisinalitas dan Kebaharuan Penelitian
Disertasi-disertasi di bawah ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan
dalam kajian yang berbeda satu sama lain:
1. Disertasi Roxymelsen Suripatty, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus
1945 Surabaya, tahun 2016 dengan judul “Rekonstruksi Pengaturan
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Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Upaya melindungi Korban” melihat
pengaturan tindak pidana perkosaan sebagai upaya melindungi korban
dalam perspektif viktimologi dengan hasil kesimpulan bahwa masih belum
memberikan perlindungan hukum bagi korban, termasuk korban marital
rape atau konsesual rape di dalam sistem hukum peradilan pidana. Pada
sistem hukum berdasarkan pancasila dan perlu direkonstruksi kembali
rumusan pasal 285 KUHP  dengan pendekatan teori keadilan bermartabat
yang berorientasi kepada memanusiakan manusia, sehingga perkataan
wanita  dihilangkan dan memperluas korban perkosaan  yang juga dapat
menimpa siapa saja.21 Sementara disertasi yang akan diteliti oleh penulis
meskipun memiliki kesamaan dalam perlindungan hukum bagi korban
perkosaan, tetapi perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan
hukum yang disediakan oleh negara secara formal dan perlindungan
hukum yang tersedia dalam doktrin adat untuk kemudian di lihat mana
yang lebih mewakili kepentingan korban tindak pidana perkosaan.
2. Disertasi Ansori, Universitas Brawijaya pada tahun 2015 yang berjudul”
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan”yang melihat bahwa
perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan bagian integral
tentang perlindungan saksi dan korban perkosaan dalam keadaan tertentu
atau luar biasa. Dalam Disertasinya ini Ansori menyimpulkan korban
perkosaan dalam keadaan biasa belum diatur. Meski pun UU No 13
tahun 2006, telah berlaku namun masih terjadi kekosongan hukum (wet
vacuum) di Indonesia terhadap norma pengaturan perlindungan hukum
terhadap korban perkosaan dalam keadaan biasa. Ansori melihat sebagai
negara demokrasi kekosongan hukum tersebut tidak searah dengan negara
demokrasi lainnya. Bahkan tidak sesuai sengan sila ke 2, 4 dan 5
pancasila.22
21Roxy Melsen Supraptty, Rekonstruksi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Upaya
Melindungi Korban, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2016.
22 Ansori, Perlindungan Hukum terhadap Korban Perkosaan dalam Peradilan Pidana di
Indonesia, Universitas Brawijaya, 2011.
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Disertasi yang akan ditawarkan oleh penulis tidak akan meneliti
tentang kekosongan hukum yang di anggap gagal melindungi korban
perkosaan. Tetapi akan memberikan kontribusi dalam mempersiapkan pola-
pola atau konsep pertimbangan hakim dalam melindungi korban perkosaan.
3.Disertasi Nurul Huda, Konstruksi Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana
Berbasis Transendental Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Disertasi ini melakukan refleksi secara kritis bangunan putusan hakim dalam
memutus perkara pidana, serta eksplorasi mengenai perkembangan
pemikiran pandangan teoritik tentang nilai nilai transendental dalam putusan
hakim perkara  pidana23.
Disertasi yang akan ditawarkan oleh penulis tidak merupakan
bagian atau seluruhnya dari pandangan yang telah ada, oleh karena dalam
disertasi ini akan mengintegrasikan pertimbangan hakim yang berbasis
hukum positif dan pertimbangan hakim yang berbasis adat, sehingga
akhirnya dapat dikonstruksi sebagai pertimbangan hakim yang berbasis
transendental. Secara keseluruhan disertasi ini memiliki fokus dalam
kaitannya dengan tindak pidana perkosaan, disertasi ini mencoba melihat
konstruksi norma tidak dari pendekatan doktrinal semata, tetapi juga non-
doktrinal bahkan filosofis sehingga akan saling mengisi kekurangan satu
sama lain dari masing-masing pendekatan tersebut.
23 Nurul Huda,Konstruksi Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana Berbasis Transendental Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Genta Publishing, Seri Disertasi UMS,2017
BAB II
A. Tinjauan Pustaka
1.Tindak Pidana Perkosaan Sebagai Kejahatan Gender
Perkosaan sebagai kejahatan gender merupakan sebuah konsep yang lahir
dari Komite CEDAW  melalui rekomendasi umum berdasarkan usul usul dari
negara pihak peserta yang diputuskan dalam sidang umum PBB pada tanggal 20
Desember 1999. Komite CEDAW menyadari bahwa definisi tentang diskriminasi
dalam Pasal 1 konvensi CEDAW perlu dilengkapi dengan unsur “Kekerasan
terhadap perempuan” melalui rekomendasi umum tersebut diberikan perumusan
mengenai kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan yang berbasis gender
sebagai berikut : Pasal 1 Deklarasi tersebut menentukan bahwa kekerasan
terhadap perempuan adalah sebagai berikut :
“Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis  kelamin yang berakibat atau
mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan. Secara fisik,
seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, Pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang baik yang terjadi di ranah
publik atau dalam kehidupan privat (ranah domestik/privat)
Pasal 2 Deklarasi menentukan bahwa kekerasan terhadap perempuan harus
dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada hal hal sebagai berikut:
Tindak kekerasn secara fisik,seksual, psikologis yang terjadi dalam keluarga,
termasuk pemukulan,penyalahgunaan, seksual atas anak perempuan dalam
keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam
perkawinan, perusakkan alat kelamin perempuan dan praktik kekejaman
tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami isteri,
kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi, kekerasan secara fisik, seksual
dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas, termasuk : perkosaan,
penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual ditempat kerja,
dilembaga pendidikan, dimanapun, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa,
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kekerasan secara fisik,seksual, psikologis yang dilakukan oleh negara atau
diabaikan oleh negara dimanapun terjadinya.
Satu hal yang cukup menarik yang diusulkan untuk di ratifikasi dalam
konferensi internasional perempuan, di Beijing yakni sanksi pemerkosaan harus
disejajarkan dengan kejahatan perang. Alasan yang dikemukakan perempuan yang
diperkosa akan cacat seumur hidup, baik secara psikologis maupun fisik. Trauma
tersebut hampir sepadan dengan mereka yang telah terlibat perang, dimana
prajurit yang berperang biasanya mentalnya rusak.24
2.Ruang Lingkup Tindak Pidana Perkosaan
Perkosaan menurut kamus besar bahasa indonesia diartikan dengan (1)
paksa, kekerasan, (2) gagah, kuat, perkasa sedangkan memperkosa berarti
menundukan dengan kekerasan, menggauli, melanggar dengan kekerasan.
Berdasarkan kamus besar bahasa indonesia maka unsur utama yang melekat pada
tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang terkait dengan
hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.
Perkosaan dapat berarti suatu bentuk kejahatan terhadap hubungan
seksual dengan seorangg gadis atau wanita secara paksa tanpa persetujuannya,
atau yang menurut undang undang dengan seorang gadis dibawah batas usia
persetujuan; setiap kekerasan seksual yang dilakukan lebih satu orang; tindakan
kekerasan dan membawa secara paksa; perampasan atau pengerusakkan secara
paksa pada (pada sebuah kota, dan lain lain); menghina dengan kekerasan atau
perkosaan secara paksa.25 R. Sugandhi menyatakan perkosaan adalah a)
pemaksaan bersetubuh oleh laki laki kepada wanita yang bukan menjadi
isterinya,b) pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau ancaman
kekerasan, c) kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, d)
mengeluarkan air mani.26 PAF Lamintang dan Djisman Samosir  berpendapat
perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman
24Piet H.Khaidir “ Nalar Kemanusiaan Nalar Perubahan Sosial” Teraju, 2006, hlm.67.
25 Yesmial Anwar Adang, Kriminologi,  Bandung : PT. Refika Aditama, , 2013 hlm. 328.
26R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Surabaya ; Usaha nasional, 1981, hlm.303
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kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan
perkawinan dengan dirinya.27
Dari pendapat di atas,  maka yang dikategorikan perkosaan harus adanya
unsur-unsur, pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman
kekerasan, pemaksaan bersetubuh dengan seorang wanita/gadis atau yang menurut
undang undang dengan seorang gadis dibawah batas usia persetujuan,
persetubuhan yang dilakukan harus dilakukan di luar perkawinan
Ketiga unsur tersebut diatas menunjukan bahwa dalam tindak pidana
perkosaan harus bisa dibuktikan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan
(hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak hak asasi lainnya) sehingga perbuatan
tersebut menunjukan baik sifat maupun wujudnya adalah perbuatan pidana yang
keji. Meskipun mengenai perkosaan itu tampak cukup jelas, namun seiring dengan
perkembangan jaman dan munculnya berbagai macam bentuk penyimpangan
seksual atau kejahatan seksual atau kejahatan kesusilaan, seperti pemaksaan
seksual melalui dubur (anus), mulut dan lainnya, maka beberapa pakar cenderung
memperluas pengertian pemerkosaan. Seperti yang dikemukakan oleh Steven
Box28 bahwa perkosaan merupakan pengertian yang mencakup hubungan seksual
secara luas yang dilakukan secara paksa (dengan kekerasan), yang tidak semata
mata menekankan pada soale penetrasi ke dalam vagina, namun juga dapat
melalui anus (dubur), mulut dan lainnya, yang bisa jadi akibatnya jauh lebih fatal
dibandingkan dengan melalui vagina.
Beberapa hal yang membedakan antara perumusan Pasal 285 KUHP dan
konsep KUHP yang baru yakni:
Pertama, pengertian perkosaan tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan
hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu :
Persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi,
persetubuhan tanpa persetujuanwanita, persetubuhan dengan persetujuan wanita,
tapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan,
persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang
27 PAF Lamintang & Djisman, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru ; Jakarta, 1983, hlm.122
28Steven Box dalam Abdul wahid & Muhammad Irfan, Op.Cit.hlm.43
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menyetubuhi adalah suaminya, persetubuhan dengan wanita berusia empat belas
tahun meski pun atas dasar suka sama suka.
Kedua, tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yakni
tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak
pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, sayangnya
kedua pasal yang mengaturnya itu tidak cukup untuk menjerat pelakunya karena
tiadanya sanksi minimum, disamping sanksinya tidak seimbang dengan kejinya
kejahatan, sedangkan konsep tindak pidana kesusilaan sebagaimana dalam RUU
KUHP sudah menunjukkan adanya kemajuan terutama dari segi sanksi yakni
selain dapat dijatuhi pidana penjara juga di kenakan pidana denda sekaligus.
Mengingat tindak pidana perkosaan menimbulkan kerugian materiil
maupun immateriil. Kerugian materiil  berupa hilangnya barang berharga yang
menjadi milik seorang perempuan, kerugian ini bisa di nilai bersifat ekonomis,
sedangkan kerugian immateriil bersifat mental/psikis yang berkaitan dengan
kondisi kejiwaan korban tindak pidana perkosaan yang dialaminya, akan
menyebabkan gangguan kejiwaan yang membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk menyembuhkannya. Maka sudah seharusnya menjadi perhatian dari hakim,
karena seringkali korban menjadi korban ganda, yakni mulai harus menceritakan
kembali kasus yang menimpanya sampai di ruang persidangan, sehingga akan
menyulitkan korban untuk melupakan peristiwa yang dialami, belum lagi di saat
sidang harus berhadapan dengan pelaku yang menimbulkan rasa marah, dendam
dan malu.
a. Macam-Macam Perkosaan
Terdapat beberapa jenis tindakan perkosaan 29yaitu:
1. Sadistic rape, tipe ini merupakan aktvitas seksualitas dan agresif
berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak
menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya,
melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan
tubuh korban.
29 Topo Santoso” Seksualitas  Dan Pidana, Jakarta;In Hill,1997,hlm. 92-93
23
2. Angea Rape; penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi
sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah
yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek
terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-
frustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya.
3. Dononation Rape; yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku
mecoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritasnya terhadap korban.
Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun
tetap memiliki keinginan berhubungan seksual
4. Seductive Rape, suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang
merangsang yang tercipta oleh kedua belahp ihak. Pada mulanya korban
memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai
sejauh ke senggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan
membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa
bersalah yang menyangkut seks.
5. Victim Precipta Rape; perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan
menempatkan korban sebagai pencetusnya.
6. Exploitation Rape, perkosaan yang menunjukan bahwa pada setiap
kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki
dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita
yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya,istri
yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang di
perkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan
(mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yangberwajib.
b. Modus Operandi Pemerkosaan
Lembaga penelitian dari Universitas Air Langga pernah merilis penelitian
tentang modus operandi pemerkosaan. Adapun hasi penelitian adalah sebagai
berikut: 30
30 Bagong Suyanto & Emi Susanti Hendrarso dalam Abdul Wahid dan Muhammad Irfan,
Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Refika
Aditama : Bandung, Cetakan Pertama, 2001, hlm.50.
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Tabel 2.1 Modus Operandi Pemerkosaan
Modus Operandi Persentase
Diancam dan dipaksa 66,3
Dirayu 22,5
Dibunuh 6,1
Diberi obat bius 5,1
Tabel mengenai modus operandi kejahatan perkosaan menunjukan bahwa
pelaku dalam menjalankan aksi kejahatannya telah menggunakan cara-cara
pemaksaan kehendak, pengancaman dan kekerasan. Korban perkosaan merupakan
korban praktik kekerasan yang yang dilakukan pelaku. Pihak pemerkosa telah
menggunakan ancaman dan kekerasan (paksaan) untuk menundukkan korban.
Korban dibuat takut sehingga tidak melawan, atau dibuat tidak berdaya sehingga
mengikuti kehendak pelaku.
c. Faktor- Faktor Penyebab Pemerkosaan
Mulyana W. Kusuma menjelaskan bahwa faktor factor terjadinya tindak pidana
perkosaan sebagai berikut:31
1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika
berpakaian yang menutup aurot, yang dapat merangsang pihak lain untuk
berbuat tidak senonoh dan jahat
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan
yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang
seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya
dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma
keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang
semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung
31 Mulyana W. Kusuma, Kriminologi dan Masalah Kejahatan  ; Suatu Pengantar Ringkas, Armico ;
Bandung,1984, hlm.4.
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makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong
seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
4. Tingkat control masyarakat (social control) yang rendah, artinya berbagai
perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan
norma keagamaan kurang mendapatkan respon pengawasan dari unsur-
unsur masyarakat
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan
yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong
anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya
mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi
hukum yang akan diterimanya.
6. Ketidak mampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu
seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya
untuk dicarikan kompensasi pemuasnya
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam
terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap
menyakiti dan merugikannya.
3.Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemerkosaan
a.Pemerkosaan Dalam Hukum Formal
Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan pemerintah yang
memperoleh nama undang undang karena bentuknya, dalam mana Ia  timbul,
artinya bahwa hukum formil adalah hukum yang ditetapkaan untuk
mempertahankan atau melaksanakan hukum materil. Hukum dalam arti formil
disebut juga hukum acara.
Korban tindak pidana pemerkosaan dalam pemeriksaan penyidik lebih
sering diposisikan  tidak berbeda jauh dengan tersangka yang harus diperiksa
(mintai keterangan) dalam waktu berjam jam. Pihak korban yang sudah tersiksa
secara psikis masih harus dihadapkan dengan suasana yang kurang mendukung
secara fisik maupun psikologisnya. Selanjutnya penderitaan korban bertambah
karena dalam proses peradilan pidana korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini
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saksi korban. Sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses
peradilan pidana menurut KUHAP seolah olah tidak dimanusiakan, dia hanya
merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa
yang dilakukan oleh pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan visum et
repertum untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan perkosaan itu
benar dilakukan terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga
proses pengadilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya
perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat perkosaan dia sakit. harus
menanggung ongkos perjalanan sendiri sendiri dari tahap penyidikan sampai
pemeriksaan pengadilan. Hal ini semakin menyulitkan posisi perempuan  dalam
mendapatkan  hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Hasil
Penelitian Ira Dwiati memberikan kesimpulan yang sama yakni perlakuan
terhadap korban perkosaan selama proses peradilan pidana, dimana aparat
penegak hukum masih memperlakukan perempuan sebagai obyek, bukan sebagai
subyek yang harus didengarkan dan dihormati hak haknya hukumnya.32
Dengan demikian dari sisi ini jelas posisi korban sangat tidak
menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku, sehingga dengan
hanya mengandalkan hukum acara pidana (KUHAP) maka aspek perlindungan,
keadilan dan kekhususan dalam tindak pidana perkosaan sebagai kejahatan yang
melanggar hak asasi manusia tidak terakomodir dalam bagian penegakkan hukum
kejahatan tindak pidana perkosaan. Oleh karena itu dalam perundangan undangan
yang mengatur tentang perkosaan harus diatur tentang beberapa ketentuan acara
guna memberikan sisi yang menguntungkan serta perlindungan yang memadai
yang berimbang dengan penderitaan fisik dan psikis korban kejahatan seksual.
Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan pada
dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan HAM serta
instrumen penyeimbang, dari sinilah dasar filosofi di balik pentingnya korban
kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.33
32https://scholargoogle.co.id , Dwiati Ira, 2007,Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak
Pidana perkosaan Dalam Peradilan Pidana’
33 Ibid
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b.Pemerkosaan dalam Hukum Materil
Definisi perkosaan menurut KUHP adalah “ Barangsiapa dengan kekerasan
atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar
perkawinan, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun penjara”
Kategori Perkosaan yang terdapat pada Pasal 285 KUHP, adalah harus memenuhi





5) Wanita diluar perkawinan
6) Persetubuhan antara pelaku dan korban
4.Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan
Dikdik M. Arief dan Elisatris Gultom dalam bukunya “Urgensi Perlindungan
Korban Kejahatan”, terdapat 4 (empat) sistem pemberian restitusi dan kompensasi
kepada korban kejahatan, yaitu antara lain:
1. Ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses
perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses
pidana.
2. Kompensasi yang bersifat keperdataan diberikan melalui proses pidana.
3. Restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana
diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat
keperdataan, tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya.
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana, dan
didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Di sini kompensasi
tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses
pidana. Jadi, kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni,
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tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi
yang dibebankan pengadilan oleh pelaku34
5.Peradilan
Peradilan adalah titik temu antara berbagai macam keinginan dan harapan
diperolehnya suatu keadilan. Dipimpin oleh seorang hakim, dilengkapi jaksa
sebagai penuntut umum dan advokat sebagai pembela. Komposisi ini terkadang
diterima saja secara Taken for granted akan menghasilkan sebuah keadilan, dan
tentu saja apa yang menjadi keputusan dari pengadilan dianggap sebagai
kebenaran yang tanpa sisa. Sementara bagi masyarakat adat, yang teresklusi dari
Peradilan Formal baik secara susbtansif maupun geografis, peradilan adat adalah
preferensi mereka untuk mencari keadilan. Andri Mahakam menulis :35
Peradilan Adat merupakan salah satu solusi dalam memberikan Acces to
Justice kepada masyarakat terutama Masyrarakat Hukum Adat (MHA). Peradilan
Adat merupakan lembaga organik yang merupakan kesatuan dari sistem hukum
adat. Karena sifatnya yang memang organik lahir dari suatu sistem adat maka
penerimaan atas putusan pengadilan adat akan lebih mudah untuk diterima oleh
MHA karena menggunakan standar nilai yang hidup dalam khazanah lokal
Meski bersifat lokal dan berlaku masyarakat tertentu saja, namun peradilan
adat menjadi alternatif bagi pencari keadilan yang selama ini gagal memperoleh
melalui peradilan formil. Tulisan Marc Galanter yang berjudul Justice in many
rooms courts private ordering and indigenous law menyatakan bahwa peradilan
adat memiliki kelebihan dibandingkan dengan peradilan formil, yaitu berkaitan
34Dikdik M. Arief Mansur-Elisatris Gultom Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan-Antara
Norma dan Realita, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 164
35Andri Mahakam, Peradilan Adat : Alternatif bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat




dengan efektifitas. Ia menulis peradilan adat memberikan rasa kekeluargaan,
mereflkesikan harmoni, dan kadang kadang menjadi perhatian dari gereja.36
Kritk Galanter kepada Peradilan Formil sebenarnya hendak menghadapkan
peradilan adat dengan peradilan formil yang merupakan pengaruh dari filsafat
positivisme, negara industri dan kapitalisme. Masalah dalam peradilan formil,
tidak berhenti kepada kekakuanya terhadap aturan yang serba formil. Feminist
ternama seperti Mackinnon juga menyatakan peradilan juga memiliki bias gender
dengan memihak kepada laki laki dan bersikap represif terhadap perempuan.
Mackinnon menulis, the state becomes a tool of dominance and repression, the
law legitimizing ideology, use of the legal system a form of utopian idealism or
gradualistre form, each apparent gain deceptive or cooptive, and each loss
inevitable. Applied to women, liberalism has supported state interventio non
behalf of women as abstract persons with abstract rights, without scrutinizing the
content of the senotions in gendered terms.37
Preposisi diatas kiranya cukup untuk menjadi pengantar sekaligus mencari titik
tembak yang hendak dikritik, yaitu peradilan formil dalam perspektif peradilan
adat dan gender.
6.Nilai-Nilai Transendensi
Transendental setidak tidaknya adalah lebih unggul, agung, melampaui,
superlatif, melampaui pengalaman manusia, berhubungan dengan apa yang
selamanya melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan
ilmiah.38 Pemakaian makna transendensi tidak bisa dilepaskan dari gagasan Kant
dalam menyusun makna tentang pengetahuan yang murni, Kant menyebutnya
sebagai penegetahuan yang bersifat apriori.39
36 Marc Galanter, Justice in many rooms courts private ordering and indigenous law, Journal of
Legal Pluralism, Vol. 19, 1981, Hlm. 26
37 Catharine A. MacKinnon, Feminism, Marxism, Method, and the State: Toward Feminist
Jurisprudence, JournalSignVol. 8, No. 4 (Summer, 1983), p. 647
38Lorens Bagus, Kamus Filsafat, 1996,  Jakarta : PT Gramedia, Hal 118-119.
39Adry Nugraha, Imajinasi dan Transendensi ; Pembacaan Destruktif Heidegger atas Doktrin
Skematisme  Kant, 2008, Skripsi : Uin Syarif Hidayatullah, hlm. 20.
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Tuhan adalah objek  transenden. Sementara transendental berupa syarat-
syarat yang memungkinkan terjadinya pengalaman indrawi (pengetahuan). Segala
sesuatu yang bersifat transendental tidak dapat dijadikan objek pengalaman,
artinya: tidak dapat diketahui, karena ia justru merupakan syarat-syarat apriori
yang memungkinkan terjadinya pengalaman/pengetahuan. Transendental semua
pengetahuan yang tidak meneliti objek-objek, melainkan jenis pengetahuan kita
mengenai objek-objek“40
Idealisme kritis atau idealisme transendental adalah proyeksi Kant dalam
mensintensiskan rasionalisme dan empirisme dengan melakukan penyelidikan
terhadap batas kemampuan rasio, cara ini menurut Husein duplikasi dari cartesian
yang memulai segalanya dari kesadaran yang antroposentrik.41. Antroposentrisme
ini turut berpengaruh kepada Kant bahwa Alam semesta memilikis keteraturan
pasca dimaknai secara subjektif oleh manusia. Garaudy memandang transendensi
bisa dimaknai dalam tiga perspektif. Pertama, mengakui ketergantungan manusia
kepada penciptaanya. Sikap merasa cukup denga diri sendiri dengan memandang
manusia sebagai pusat dan ukuran segala sesuatu bertentangan dengan
transendensi. Kedua, transendensi berarti mengakui adanya komunitas dan ukuran
bersama antara Tuhan dan manusia, artinya transendensi merelatifkan segala
kekuasaan, kekayan dan pengetahuan. Ketiga,transendensi artinya mengakui
keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui akal manusia.42
Garaudy dalam Absori (2017) mencatat bahwa afirmasi nilai nilai
transendensi menjadi pondasi peradaban islam. Menurut Garaudy, semangat nilai
nilai transendensi menimbulkan keyakinan akan adanya rasa persamaan. Rasa
keyakinan dan kesadaran ini menjelma menjadi menjadi pendorong untuk
mencapai kemerdekaan dari segala penindasan politik, ekonomi, atau agama.
40 Fitzerald Kennedy Sitorus, Kant Dari Subjek Yang Kosong Hingga Tuhan Sebagai Postulat,
Makalah untuk Kelas Filsafat Filsafat Modern di Serambi Salihara, Sabtu, 26  November 2016.
41Husein Heriyanto, Husain Heriyanto, 2003, Paradigma Holistik, Dialog Filsafat, Sains, dan
kehidupan menurut Shadra dan Whitehead, Bandung: Teraju, hlm 60.
42Roger Garaudy, Janji Janji Islam, Jakarta : Bulan Bintang, 1985, Hlm. 41.
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Menurut Garaudy, penerimaan akan transendensi yang sama ini telah memberi
harapan bagi semua kelompok yang tertindas.43
Absori pun memaknai ulang bahwa transendental sebagai sebuah
paradigma tentang Manusia yang memiliki "Spiritual Intellegence, The Ultimate
Intellegence" atau sebuah kecerdasan spiritual.  Hal ini berbeda dengan Kant yang
kelak bebas nilai dalam memandang tentang manusia (karena menganggap
persoalan moralitas adalah misteri yang tidak sejalan dengan rasio). Menurut
Absori,  dalam diri manusia ada sebuah korespodensi dengan satu tempat di hati
nurani yang disebut sebagai titik Tuhan (God Spot), yakni mudghoh yang
senantiasa membisikan, menyampaikan dan menyuarakan kebenaran.44
Filsuf Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah fuad yang senantiasa
membisikan perkataan dan perbuatan yang benar. Fuad kemudian menjadi
tuntunan terhadap kebenaran dan tidak melakukan kebohongan, meskipun jasad
(fisik) dan perkataan (lidah), maupun perbuatan (badan) dalam keadaan yang
senantiasa berbuat salah. Absori memandang bahwa pemaknaan transendental
memiliki dimensi teologis sebagai bagian manusia mengenal Tuhannya. Ia
melanjutkan : 45
Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan manusia untuk memahami
makna aktivitas hidup (ibadah) melalui langkah dan pemikiran yang fitrah,
menuju manusia yang seutuhnya (hanif), dan memiliki pola pemikiran
integralistik (tauhidi), serta berprinsip “hanya karena Allah” mereka beraktivitas.
Seorang memaknai hidup atau profesinya sebagai ibadah demi kepentingan umat
manusia dan Tuhannya. Berpikir tauhidi memahami seluruh kondisi, situasisosial,
ekonomi, dan politik dalam kesatuan yang esa (integral). Di dalamnya ada
kebebasan jiwa yang independen dan merdeka semata-mata karena la ilahaillallah,
dan apa yang dilakukan memberi rakhmat lil alamin.
43 Absori, Pemikrian Hukum Transendental dalam konteks Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia,
dalam Absori dkk, Transendensi Hukum ; Prospek dan Implementasi, 2017, Jogjakrta : Genta
Publishing, hlm 15.
44Absori, Epistimologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan
Program Doktor Ilmu Hukum¸ disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema
“Pengembangan Epistimologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah
Surakarta. Hlm 38.
45Absori, Ibid, Hlm 40.
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Makna transendensi yang dimaksudkan Garaudy juga menjadi inspirasi bagi
Kuntowijoyo untuk memaknai dengan kata yang sama, yaitu unsur melampaui
(Beyond) dan Kesadaran (consciousness). Kunto memaknai ‘Beyond’ tidak lagi
berhenti kepada metafisis semata, namun juga unsur kesadaran, yang menurut
Kunto adalah Kesadaran sejarah dalam bingkai spiritualis dan metafisis.
Kesadaran sejarah bukan hanya sekedar melabuhkan romatisme, namun bagi
Kunto kesadaran sejarah adalah kemampuan untuk menyadari dan melihat gejala
gejala modern yang menjadi pembeda dengan masa lalu. Bahwa dalam sejarah
ada suatu keniscayaan dan ada suatu peristiwa buatan, kesadaran sejarah bagi
Kunto adalah mampu membedakan mana yang terlihat alamiah dan mana gejala
buatan manusia. Bagi Kunto, transendensi bukanlah memutlakan sejarah, karena
ada lipatan, jarak, dan kondisi yang saling berlainan dalam proses sejarah.46
46 Kuntowijoyo, Muslim tanpa Masjid ; Esai Agama Budaya, dan Poitik dalam bingkai
Strukturalisme Transendental, Bandung : Mizan, 2001, Hlm. 17.
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BAB III
TINJAUAN UMUM DAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN
Pengadilan Atambua mencatat sebagaimana dikutip oleh Kabupaten Belu
dalam Angka 2017 bahwa Angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Belu
pada Tahun 2016 mencapai 304 kasus pada kasus pelanggaran, dan 179 kasus
pada kriminitas biasa. Sepanjang 2016, jenis tindakan kriminal yang paling
banyak dilakukan di kabupaten Belu adalah penganiayaan yang mencapai 203
kasus, kemudian disusul oleh pengeroyokan sebanyak 143 kasus, dan KDRT
mencapai 54 kasus, sedangkan kasus pemerkosaan hanya berkisar di angka 1
kasus saja.
Data lain yang dirilis oleh Polres Belu menunjukan bahwa, sejak 2013 kasus
kekerasan kepada perempuan dengan jenis kejahatan perkosaan terjadi sebanyak
16 kali. Adapun kejahatan berupa persetubuhan dengan rentang waktu yang sama
berjumlah 17 kali kejahatan. Data sedikit berbeda dirilis oleh Rumah AmanPemda
Belu, kasus pemerkosaan dalam rentang waktu Januari-Desember 2017 mencapai
12 kali. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya (2016) yang mencapai
17 Kasus.
Merespon tingginya kasus pemerkosaan, maka pemerintah kabupaten Belu
mengeluarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran
Perlindungan Perempuan. Secara garis besar, Penyelenggaran perlindungan
34
terhadap perempuan dilakukan dengan pertama, pencegahan diantaranya berupa
penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi yang berkaitan dengan
perlindungan hak-hak perempuan.
Kedua, penanganan, yang diantaranya dilakukan dengan pendampingan dalam
proses hukum, pelayanan medicolegal, sampai membantu pemulangan korban,
dan Ketiga, adalah pemberdayaan yang berupa peningkatan kualitas sumber daya
perempuan maupun pemberian dukungan sarana prasarana dan pendampingan
teknis.
Angka mengenai kriminalitas di Kota Kupang bisa kita lihat dalam laporan
Kepolisian Resort Kota Kupang sebagaimana dikutip dalam Kota Kupang dalam
Angka 2017 menyebutkan sepanjang tahun 2016 adalah 2075 kasus. Lembaga
Pemasyarakatan Kupang sebagaimana dikutip oleh Kota Kupang dalam Angka
2017 dapat dilihat bahwa jenis kriminalitas sepanjang tahun 2016 yang paling
banyak adalah kejahatan terhadap perlindungan anak, diikuti dengan pembunuhan
982 kasus, diikuti dengan kasus korupsi 547 kasus, kasus kesusilaan sebanyak 277
kasus, dan kasus KDRT sebanyak 53 Kasus.
Angka berbeda disajikan oleh Rumah Perempuan Kupang yang merilis
laporan bahwa sepanjang 2016, kasus KDRT yang tercatat ada dalam angka 327
kasus, yang terdiri dari KDRT, kekerasan seksual, ingkar janji menikah,
penganiayaan, anak berhadapan dengan hukum (ABH), anak membutuhkan
perlindungan khusus (AMPK), trafficking dan kekerasan lainya. Lebih
lengkapnya adalah kasus KDRT sebanyak 111 kasus (34%), diikuti dengan ABH
50 Kasus (15%), kasus AMPK sebanyak 40 kasus (12%), kekerasan seksual 37
kasus (11%), kasus traficcing sebanyak 32 kasus (10%), kekerasan lainya 22
kasus (7%), IJM sebanyak 19 kasus (6%), dan terakhir kasus penganiyayaan 15
kasus (4,69%).47
Kasus KDRT yang merupakan jumlah kasus yang tertinggi urung diselesaikan
melalui peradilan. Dari 111 kasus KDRT, hanya 43 kasus yang dibawa proses
hukum lanjutan, sedangkan 68 korban dan pelaku KDRT memilih untuk kembali
47 Catatan Akhir Tahun 2016 Rumah Perempuan Kupang, Keluarga Harmoni Keluarga Idaman,
”Bekerjasaman dengan Brot Fur Die Welt-BFDW Hlm. 8
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damai. Apabila sudah sepakat untuk berpisahnya secara baik-baik tanpa ada yang
saling membenci satu sama lainya.48
Kasus kekerasan seksual yang tercatat oleh Rumah Perempuan Kupang
sebanyak 37 kasus. Namun Rumah Perempuan Kupang menduga bahwa angka
tersebut hanyalah puncak gunung es, karena hanya mewakili sebagian kecil dari
banyak kasus yang tersembunyi. Penelitian dari Rumah Perempuan Kupang
menunjukan bahwa dari 37 kasus tersebut, 9 orang diantaranya hamil, dan
semuanya masih dalam usia anak. Hal ini cukup disesali, selain karean tidak
direncanakan, korban harus menerima konsekuensi harus menunda waktu
pendidikan dan mendapat berbagai macam cacian dan hinaan dari masyarakat.
Selain dampak berupa terputusnya sarana pendidikan, 37 korban kekerasan
seksual yang 36 diantaranya adalah anak anak, semuanya mengalami kerusakan
alat reproduksi dan yang lebih fatal lagi adalah 7 korban mengalami keputihan, 22
orang mengalami PMS dan IMS, dan 9 orang anak mengalami kesakitan di area
bawah pusat. Sementara dampak yang lain adalah rasa takut, mudah marah, muak
terhadap diri sendiri, menutup diri, hilangnya nafsu makan, sampai ada yang
berulang kali mandi karena merasa dirinya sudah tidak lagi suci. Bahkan catatan
Rumah Perempuan Kupang yang mendampingi korban ada korban yang kemudian
lamban berfikir dan sering berteriak histeris.49
Catatan  kejahatan seksual dua kota tersebut memiliki sebuah persinggungan
yang  menarik, yaitu keterlibatan orang terdekat korban dalam kejahatan seksual.
Data yang dilansir oleh Rumah Aman Pemda Belu menunjukan bahwa dari 12
kasus pemerkosaan di tahun 2017, 8 kasus pelakunya adalah orang dekat korban,
baik berstatus sebagai ayah korban, paman, tetangga, kakek, sampai pacar. Data
lebih mecengangkan terjadi di tahun 2016, yang mana dari seluruh kasus
pemerkosaan yang tercatat yaitu 17 kasus, hanya 1 kasus yang pelakunya adalah
orang lain, dan sisanya adalah orang terdekat korban50.
48 Ibid, hlm 9
49Ibid hlm. 14
50 Data di ambil pada Kantor Rumah Aman Atambua pada tanggal 26 Februari 2018
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Adapun dalam kasus di Kupang, pelaku kekerasan adalah orang-orang
terdekat dari korban, hal ini berbanding terbalik dengan kejahatan seksual yang
terlampau mewaspadai pelaku yang merupakan bukan orang dekat dari korban.
Dari jumlah pelaku yang diidentifikasi ternyata 13 % adalah orang yang tidak
dikenal korban, dan 87 % pelaku adalah orang yang sangat dekat dengan baik oleh







Paman Keluarga Teman Pacar Tetangga Tidak
Dikenal
6 4 4 2 5 8 4 5
Pada tahap penyelesaian, Rumah Perempuan Kupang mencatat sering kali
korban di perhadapkan untuk bolak balik datang ke kepolisian untuk melengkapi
berkas dan prosesnya cukup lama, sehingga korban semakin terpuruk. Disisi yang
lain, putusan untuk kasus kekerasan seksual sulit sekali untuk penjatuhan
hukuman maksimal karena belum semua aparat penegak hukum (APH)
memahami korban dengan baik, termasuk dampak yang dialami korban pasca







18 Kasus 18 Kasus - 13 kasus
Pada tahun 2017, 12 kasus kekerasan seksual di Kupang, 8 kasus diputus oleh
eengadilan negeri, 1 kasus masih disidang, dan 3 kasus masih pada tahap
penyelidikan di kepolisian. Sedangkan pada tahun 2016, dari 17 kasus 14 kasus
sudah disidang oleh pengadilan negeri, 2 kasus masih dalam penyelidikan, dan 1
kasus selesai dengan jalan mediasi. Namun mediasi cukup disayangkan karena
51 Catatan Akhir Tahun 2016 Rumah Perempuan Kupang,op.cit hlm,14
52 Ibid, hlm,16
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berujung pernikahan pelaku dan korban, sehingga kadang kadang menimbulkan
dampak traumatik bagi korban. Sebagai refleksi apakah seseorang rela dinikahkan
dengan mantan pemerkosanya. Penyelesaian damai dengan cara adat, tercatat
pernah terjadi pada tahun 2015, dimana jumlah kasus kekerasan seksual mencapai





A. Penanganan Tindak Pidana Perkosaan oleh Pengadilan Negeri
1.Pengadilan Negeri Kupang
a. Jumlah Perkara
Untuk mempermudah melihat angka tindak pidana perkosaan di
Kupang dapat dilihat dalam tabel berikut.
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Berdasarkan data kekerasan seksual tersebut, memperlihatkan
bahwa angka yang bergerak fluktuatif dan naik turun per tahun. Pada
tahun 2012 menunjukan angka menurun kemudian tahun berikutnya
(2013) terjadi tren peningkatan. Bahkan pada 2014 dan 2015, yang
meningkat hampir dua kali lipat pada tahun sebelumnya, namun tahun
berikutnya yaitu pada tahun 2016 dan 2017 turun drastis. Apabila
digambarkan dalam bentuk grafik, maka bisa dilihat sebagai berikut.
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Grafik 4.1 Angka Pemerkosaan Berdasarkan Data Rumah
Perempuan Kupang
Jumlah berbeda disebutkan oleh Polresta Kupang, yang disajikan dalam
bentul tabel berikut.
Tabel 4.2 Angka Pemerkosaan  Berdasarkan Polresta kupang
Tahun Kasus Jumlah
Pemerkosaan Pencabulan Persetubuhan
2013 3 30 - 33
2014 4 9 21 34
2015 - 13 10 23
2016 2 13 13 28
2017 2 13 16 31




2013 1 28 12 41
2014 1 16 5 22
2015 1 22 3 26
2016 2 21 9 32
2017 4 23 11 38
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Angka yang berbeda setiap tahun bergerak fluktuatif, tentu sulit dijelaskan
dari persepktif ilmu hukum. Namun ilmu hukum bisa menjelaskan
bagaimana peran sistem hukum yang terdiri dari aturan hukum, penegak
hukum, dan kultur hukum sanggup menciptakan keadilan, terutama
perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami tindak pidana
perkosaan. Unsur-unsur sistem hukum tersebut dapat tercermin dalam
putusan pengadilan negeri kupang, yang merupakan lembaga .
b.Sanksi
Untuk memberikan kemudahan dalam menjelaskan pengelompokan putusan
hakim pengadilan negeri kupang pada kurun waktu 2013- 2017  dilihat dari
kategori ringan ,sedang, berat dan sangat serius dapat dilihat dalam tabel dibawah
ini53
Tabel : 4.4 Kategori Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Periode 2013-2017
Tahun Kelompok/kategorisasi Putusan Hakim PN
Kupang
Jumlah Ket
Ringan sedang berat Sangat serius




2014 - 12 7 3 22
2015 2 9 6 9 26
2016 1 11 11 9 32









Jumlah 12 66 50 26 153
53 Data dihimpun berdasarkan data putusan  Pengadilan Negeri Klas IA Kupang
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Dari tabel diatas diketahui bahwa  putusan hakim berdasarkan kategori
ringan, sedang, berat dan sangat serius, antara kurun waktu 2013 sampai dengan
2017, terdapat perbedaan dimana tahun 2013 lebih dominan dalam kategori ringan
dan sedang sementara tahun 2014-2017 lebih dominan kategori sedang dan berat.
Hal ini menunjukan bahwa putusan hakim dilihat dari kategori putusan masih
dalam  standar  sedang dan berat.
Standar nilai yang dapat meminimalisir angka kejahatan seksual
perkosaan/persetubuhan/percabulan adalah melalui ancaman 12 tahun penjara
sampai dengan 15 tahun penjara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang
mengatur tentang kejahatan seksual. Namun dalam praktek jarang  dilakukan dan
diterapkan.
Untuk memudahkan penjelasan terhadap perkara yang banding dalam kurun
waktu 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :
Tabel 4.5 Jumlah Perkara Banding Putusan Pengadilan Negeri Kupang
Periode  2013-2017
Tahun Jumlah Putusan





Pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum
maupun lepas dari tuntutan hukum
2014 7  Banding 3 (tiga) putusan bersifat menambah vonis putusan
Pengadilan Negeri, 3 (tiga) putusan menguatkan
putusan Pengadilan Negeri, 1 (satu) putusan
mengurangi vonis putusan pengadilan negeri.
2015 16 Banding 12 (dua belas) putusan  banding menguatkan
putusan pengadilan negeri,1 putusan menambah
putusan PN dan 3 (tiga) putusan  mengurangi
vonis hakim pengadilan negeri .
2016 7  Banding 6 (enam) putusan menguatkan putusan PN dan 1
(satu) putusan menambah putusan PN
2017 8  Banding 7 (tujuh) putusan menguatkan putusan PN  dan 1
(satu) putusan gugur ( terdakwa meninggal dunia)
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Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata rata putusan banding dalam
perkara tindak pidana perkosaan yang ditangani oleh pengadilan negeri kupang
sejak kurun waktu 2013-2017, menunjukan adanya putusan banding rata rata
menguatkan putusan pengadilan negeri kupang, dan terhadap putusan menguatkan
tersebut pada tahun 2015 terdapat 1 putusan diajukan kasasi, 2016 terdapat satu
kasasi  dan 2017 terdapat  2 putusan diajukan kasasi namun rata rata ditolak oleh
Mahkamah Agung karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditetapkan
dalam pasal 46 dan 47  UU Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
UU Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
Sedangkan tahun  2013  terdapat terdapat  1 (satu) putusan onslag. Terhadap
putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari segala tuntutan hukum maupun
lepas dari tuntutan hukum. Bagi jaksa penuntut umum biasanya akan melakukan
upaya hukum. Dalam hal majelis hakim menjatuhkan putusan  vrijprak, onslag
ataupun memberikan putusan dibawah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum,
maka harus melaporkan putusan tersebut pada pimpinan untuk mendapatkan
petunjuk lebih lanjut54
c.Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kupang
Tabel 4.6 Faktor  yang Mempengaruhi Putusan Hakim
Substansi Hukum Struktur Hukum Kultur Hukum
1. Adanya UU No 35
tahun 2014  Tentang
Perubahan Atas UU































54 Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE.,001/J.A/4/1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
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jera
2. Alat bukti yang ada
dalam persidangan
3. Adanya persesuaian






dan ada perkara yang
tidak murni perkosaan
d.Perlindungan Korban


















































































Berdasarkan  tabel diatas  dapat diketahui perlindungan bagi korban secara
normatif perlindungan preventif terpenuhi seluruhnya atau berdasarkan pada
peraturan perundangan, sedangkan perlindungan secara represif, keberadaan unsur
perlindungan akhir berupa hukuman penjara bagi terdakwa bisa dilihat secara
subjektif belum memuaskan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera  bagi
pelaku maupun bagi masyarakat. Sedangkan sanksi berupa denda antara Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 60.000.000,- Enam puluh juta rupiah)
dan frasa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Penggunaaa frasa tersebut
dirasakan tidak adil atau dengan kata lain tidak memberikan perlindungan bagi
korban, seharusnya denda tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
tanpa pengecualian. Semantara terhadap hukuman tambahan tidak terdapat sama
sekali dalam enam putusan hakim pengadilan negeri kupang.


















































































Berdasarkan  tabel diatas  dapat diketahui perlindungan bagi korban secara
normatif perlindungan preventif terpenuhi seluruhnya atau berdasarkan pada
peraturan perundangan, sedangkan perlindungan secara represif, keberadaan unsur
perlindungan akhir berupa hukuman penjara bagi terdakwa bisa dilihat secara
subjektif belum memuaskan, sehingga tidak dapat memberikan efek jera  bagi
pelaku maupun bagi masyarakat. Sedangkan sanksi berupa denda antara Rp
100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp 60.000.000,- Enam puluh juta rupiah)
dan frasa dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti
dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Penggunaaa frasa tersebut
dirasakan tidak adil atau dengan kata lain tidak memberikan perlindungan bagi
korban, seharusnya denda tersebut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi
tanpa pengecualian. Semantara terhadap hukuman tambahan tidak terdapat sama
sekali dalam enam putusan hakim pengadilan negeri kupang.
e. Aspek Transendental Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Untuk melihat unsur-unsur transendental dalam putusan pengadilan negeri
kupang dalam dilihat dalam tabel berikut:

















































































































Berdasarkan tabel diatas, putusan pengadilan negeri kupang, mengandung
aspek transendental berupa”Pengakuan Keberadaan Tuhan”, yang tertuang dalam
irah irah putusan hakim pengadilan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
YME” Sementara unsur lainya berupa pengakuan akan adanya norma-norma
mutlak dari Tuhan yang tidak berasal dari akal manusia, hakim menggunakan hati
nurani mereka dalam membuat keputusan, putusan hakim mempertimbangkan/
mengandung nilai ajaran agama, etika, dan moral yang bersifat holistik. Tidak
ditemukana dalam putusan hakim pengadilan negeri kupang.
2.Pengadilan  Negeri Atambua
a.Jumlah Perkara
Atambua adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang
memiliki catatan angka pemerkosaan yang bergerak fluktuatif. Untuk memperoleh
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gambaran yang jelas jumlah tindak kekerasan seksual terhadap perempuan di
Atambua, maka dikemukakan data dari Rumah Aman Atambua dan Polres
Atambua, dimana dalam tiga institusi tersebut menunjukan angka berbeda yakni
pada Rumah Aman Atambua tercatat angka kejahatan seksual berupa perkosaan
dan persetubuhan, yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:









Tabel 4.11  Angka Kejahatan Seksual Berdasarkan Polres Atambua
Tahun Kasus Jumlah
Perkosaan persetubuhan
2013 4 11 15
2014 7 1 8
2015 3 2 5
2016 1 1 2
2017 1 2 3
Jumlah 33
Angka yang diambil dari Polres dan Rumah Aman menunjukan
angka yang berbeda. Jika angka dari Polres cenderung turun setiap tahun,
namun dari Rumah Aman cenderung naik setiap tahun. Untuk memperjelas
perbedaan itu, maka bisa dilihat dalam grafik berikut.
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Grafik 4.2 Data Kejahatan Seksual di Atambua
Sungguhpun terjadi perbedaan yang jauh, namun sebenarnya bisa
dijelaskan satu hal, bahwa korban kejahatan pemerkosaan cenderung
tertutup dalam menceritakan kejahatan yang dialaminya, sehingga
perbedaan antar institusi bisa mendapatkan permakluman, meski datanya
cukup jauh. Namun,yang membedakan adalah cara penyelesaianya.
Angka kekerasan seksual (perkosaan/persetubuhan/pencabulan yang
ditangani oleh pengadian negeri Atambua, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel 4.12 Angka Perkara Pemerkosaan oleh Pengadilan Negeri Atambua
Periode 2013-2017
Jenis Kasus Tahun
2013 2014 2015 2016 2017 Total
Kekerasan
Seksual
16 19 16 25 22 98
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b.Sanksi
Putusan perkara yang ditelah ditangani oleh pengadilan negeri Atambua, dalam
kurun waktu 2013 s.d 2017, untuk memberikan kemudahan menjelaskan
pengelompokan putusan hakim pengadilan negeri Atambua periode 2013 s/d 2017
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:
Tabel : 4.13 Kategori Putusan Pengadilan Negeri Atambua
Tahun Kategori Putusan Hakim PN Atambua Jumlah Ket
Ringan sedang Berat Sangat serius
2013 0 2 5 9 16
2014 2 7 3 7 19




2016 2 1 6 16 25
2017 0 0 4 18 22
Jumlah 98
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui standar sanksi pidana atau vonis
hakim pengadilan negeri atambua adalah rata rata masuk pada kategori berat dan
sangat serius. Hal ini menunjukan konsistensi putusan hakim PN Atambua
terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang ditanganinya. Jika dibandingkan
dengan vonis hakim pengadilan negeri kupang, rata rata vonis hakim berada
dalam kategori sedang dan berat.
Untuk memudahkan penjelasan terhadap perkara yang banding dalam kurun
waktu 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :




2013 3 Menguatkan putusan PN Atambua
2014 3 Menguatkan putusan PN  Atambua
2015 1 Menguatkan putusan PN  Atambua
2016 2 Menguatkan putusan PN  Atambua
2017 2 1 putusan menguatkan putusan PN atambua
1 mengubah putusan PN Atambua sekedar mengenai
kwalifikasi delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa rata rata putusan banding dalam
perkara tindak pidana perkosaan yang ditangani oleh pengadilan negeri Atambua
sejak kurun waktu 2013-2017 berjumlah 11 perkara yang banding dan putusan
banding rata rata menguatkan putusan pengadilan negeri Atambua.
c.Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim PN Atambua
Untuk melihat lebih jelas faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim
pengadilan negeri Atambua dapat dilihat dalam subtansi hukum, struktur hukum
dan kultur hukum, dalam tabel berikut :
Tabel 4.15 Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim
Faktor  Yang mempengaruhi Putusan Hakim
Substansi Hukum Struktur Hukum Kultur Hukum
1. Adanya UU No 35
tahun 2014  Tentang
Perubahan Atas UU
















































Berdasarkan  tabel tersebut diatas dapat diketahui factor yang
mempengaruhi pertimbangan hakim  pengadilan negeri Atambua terhadap pelaku
tindak pidana pemerkosaan sehingga dapat dipahami putusan hakim pengadilan
negeri atambua berada dalam  katagori berat dan sangat serius sebagaimana dalam
putusannya menjatuhkan vonis 12 tahun penjara dan atau denda Rp.100.000.000.,
(seratus juta rupiah) kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan55 dan putusan lain
hakim menjatuhkan 15 tahun penjara, denda (seratus juta rupiah) 56. Hal ini
memiliki korelasi dengan faktor yang mempengaruhi pertimbanga hakim
berdasarkan subtansi, struktur dan kultur hukum  tersebut diatas.
d.Perlindungan Korban
Analisis perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan dalam
putusan hakim Pengadilan Negeri Atambua dalam tabel dibawah ini :





























55 Lihat putusan dalam perkara Nomor 143/Pid.Sus/2014/PN Atb






























































Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada
Tabel diatas menunjukan perlindungan yang bersifat represif terhadap
kasus tindak pidana pemerkosaan (pasal 285) KUHP vonis hakim Atambua hanya
berkisar 2 tahun hingga 4 tahun yang tidak mendekati ancaman pidana dalam
KUHP 12 tahun, hal ini secara subyektif dapat dikatakan bias gender karena
terhadap pemerkosaan dengan korban perempuan dewasa hakim kurang
memberikan keprihatinannya, dari aspek hak asasi manusia perempuan dewasa
juga seharusnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh keadilan dan
perlindungan melalui vonis hakim yang dapat menjerakan pelaku.
e.Aspek Transendental Dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Atambua
Untuk memudahkan gambaran aspek transendental dalam putusan hakim
pengadilan negeri atambua dapat dilihat dalam dilihat dalam tabel berikut:



































































































Berdasarkan tabel diatas, putusan pengadilan negeri atambua
mengandung aspek transendental berupa ”Pengakuan Keberadaan Tuhan”   dan
penggunaan hati nurani. Sedangkan unsur pengakuan akan adanya norma-norma
mutlak dari Tuhan yang tidak berasal dari akal manusia, Putusan Hakim
mempertimbangkan /mengandung nilai ajaran agama, etika, dan moral yang
bersifat holistik, tidak ditemukan atau tidak ada.
B. Penanganan  Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Pengadilan Adat
a.Jumlah Perkara
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Berdasarkan hasil penelusuran diketahui kasus tindak pidana pemerkosaan
yang diselesaikan pengadilan adat di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur
adalah sebagai berikut,
Tabel 4.19 Kasus yang Diselesaikan Pengadilan Adat




2014 - 1 Desa Haluen kabupaten Atambua
2015 1 - Desa Wemeda Kabupaten Malaka
2017 1 - Desa Pota Kec. Sambirampas
Kabupaten Manggarai
2018 1 - Desa Dirumalik Kabupaten
Nageko
Penelusuran awal untuk mengetahui kasus tindak pidana pemerkosaan atau
kejahatan seksual yang terjadi di Atambua diperoleh melalui wawancara dengan
Florentina Abuk (Mama Folo) selaku dewan adat di Atambua sekaligus sebagai
ketua yayasan Rumah Aman Atambua, menuturkan bahwa:
“Tidak semua tindak pidana diselesaikan secara adat karena saat ini ada
PERDA yang mengatur tentang hal hal yang tidak  boleh dibawa ke ranah adat
yakni: terorisme, korupsi, narkoba dan pemerkosaan. Lebih lanjut Mama
Folomenjelaskan Hal inilah yang menjadi kendala sehingga membuatnya tidak
berani membawa ranah perkosaan ke proses adat.57
penulis menginventarisir kasus pemerkosaan yang diselesaikan melalui
adat. Sebagaimana ciri ciri hukum adat yang tidak tertulis, maka sama halnya
dengan putusan pengadilan adat yang tidak memiliki catatan tertulis, sehingga
sulit dikumpulkan menjadi satu dokumen yang utuh. Putusan pengadilan adat
yang dikumpulkan hanya dari wawancara. Adapun sumber yang penulis temui
adalah Mama Folo di kota Atambua, ketua adat desa Bunak, yakni Lois Partila
Salsila, dan ketua adat desa Wemeda Kabupaten Malaka Timur, bernama Moses
Kabosu.
57 Wawancara dilakukan Pada tanggal  3 januari 2018, pukul 13.00, di Atambua, sebagai catatan
bahwa berdasarkan hasil penelusuran peneliti memang sudah ada PERDA namun dalam PERDA
tersebut tidak ditemukan satu pasal pun yang melarang tentang perkosaan diselesaikan secara
adat, namun para tokoh memahami adanya larangan.
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1. Kasus pemerkosaan yang terjadi pada tahun 2014 pada tanggal 23 Mei 2014
(sebagaimana tercatat dalam data Rumah Aman Perempuan Atambua) yang
diselesaikan secara adat Haluen, dimana pelaku berinisial AS, sedangkan
korban bernama JC. berstatus pelajar SMA, proses penyelesaian adat
dilakukan atas permintaan keluarga korban serta pelaku, alasannya adalah
karena pelaku adalah guru wali kelas dan korban adalah pelajarnya dan
masalah tersebut dianggap sebagai aib bagi keluarga bahkan komunitas
Atambua secara  keseluruhan, sehingga dalam musyawarah adat yang
dilakukan oleh ketua adat  beserta tokoh masyarakat  seperti Ketua Forum
Peduli Perempuan Dan Anak (FPPA) Atambua, termasuk (mama FOLO)
sebagai Ketua LSM Rumah Aman Atambua serta beberapa pihak keluarga
pelaku maupun korban. Dalam pembicaraan adat tersebut diputuskan bahwa
pelaku dikenakan denda adat dengan sejumlah uang Rp.25.000.000,- (dua
puluh lima juta rupiah) dan dua lembar kain adat. Pertimbangan denda
sejumlah dua puluh lima juta tersebut adalah bahwa pelaku telah melakukan
pelanggaran adat yaitu menyentuh, meraba bagian tubuh dan memeluk korban
secara paksa atau dalam bahasa hukum telah melakukan pelecehan seksual
terhadap seorang anak perempuan yang seharusnya dilindunginya, sehingga
dianggap telah menodai keseimbangan dalam komunitas masyarakat di desa
Haluen Kabupaten Atambua, sehingga menimbulkan reaksi adat dan oleh
karenanya perlu dilakukan upaya pemulihan atas keseimbangan yang
terganggu akibat perbuatan pelaku, maka sesuai kesepakatan dalam
pembicaraan adat menjatuhkan denda adat sesuai kebiasaan yang berlaku di
Atambua sejak jaman nenek moyangnya apabila terjadi peristiwa yang
melanggar adat dalam bentuk kesusilaan terhadap seorang perempuan atau
anak gadis berlaku hukum adat atau denda berupa hewan ternak  yang terdiri
dari kerbau, perak dan emas, namun karena pada jaman sekarang sulit
memperoleh kerbau, emas atau perak sehingga dikonversi ke dalam sejumlah
uang.
Biasanya selain denda hewan ternak atau sejumlah uang, penyelesaian
secara adat disertai dengan ritual pemotongan hewan yang diserahkan oleh
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pelaku dan keluarganya kepada dewan adat dan tokoh masyarakat serta korban
dan keluarganya. Dalam kasus tindak kesusilaan  yang terjadi di Atambua,
Mama Folo mengatakan terdapat semacam kebiasaan yang dilakukan sejak
turun temurun apabila seorang gadis mengalami nasib naas (mengalami
pemerkosaan) di masa lalunya maka apabila hendak menikah korban  yang
telah kehilangan keperawanan diharuskan membayar atau menyerahkan
sejumlah kain selimut dan muti (kalung adat)  yang dalam bahasa lokal Tetun
disebut” Morten “ hal ini sebagai pengganti belis kepada pasangan pria yang
telah kehilangan haknya untuk mendapatkan keperawanan. Namun, tentunya
pembayaran ini, pihak calon suami tidak boleh lagi mempertanyakan masa
lalu perempuan tersebut
Mama Folo melanjutkan, dalam prosesi adat tersebut pelaku dan
keluarga diwajibkan juga  menyediakan minuman sopi (minuman adat) untuk
disuguhkan dalam perjamuan, suguhan minuman sopi ini sebagai pengesahan
terhadap putusan adat dalam arti putusan adat harus dianggap sudah sah atau
sebagai simbol pengesahan bahwa musyawarah adat yang menyelesaikan
perkara tersebut telah sah dan usai dilaksanakan
Selanjutnya dilakukan sumpah adat terhadap pelaku yang dilakukan
dihadapan ketua adat dan seluruh warga, sumpah adat ini dilakukan dengan
dengan cara minum darah babi atau kambing. Babi disembelih lalu darahnya
disimpan dalam suatu wadah sejenis bambu, lalu dicampur sopi dan diminum
oleh pelaku, mereka meyakini apabila sumpah tersebut dilanggar maka akan
menimbulkan kemarahan dari roh leluhur/nenek moyang  yang dapat berakibat
kemalangan yang akan menimpa pelaku dan keluarganya.
Hampir diseluruh  wilayah adat di atambua  penyelesaian kasus
pelanggaran adat biasanya setelah memperoleh kesepakatan damai  diikuti
dengan  acara potong hewan yang dibebankan kepada  pelaku dan
keluarganya. Upacara potong hewan merupakan simbol pengganti perselisihan
antara pelaku/keluarganya dengan korban/keluarganya, hingga harus ada
darah yang ditumpahkan sebagai gantinya perselisihan tersebut, tanpa melihat
besar atau kecilnya hewan yang akan dipotong, namun besar kecilnya hewan
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tersebut diserahkan pada kemampuan pelaku dan keluarganya dalam
menyediakannya untuk di makan bersama atau daging hewan tersebut dibagi
kepada ketua adat, tokoh masyarakat yang terlibat dalam pembicaraan adat
serta sebagiannya lagi diserahkan kepada korban/ keluarganya. Menurut
Mama Folo biasanya daging yang diserahkan kepada pelaku hanya bagian
kecil saja, hanya sebagai syarat karena mereka meyakini bahwa inti potong
hewan tersebut adalah sebagai simbol perdamaian dengan terlebih dahulu
menumpahkan darah hewan sebagai ganti perselisihan, sehingga diharapkan
dengan adanya darah yang tumpah sebagai pengganti tersebut akan
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pelaku58.
Dengan demikian prosesi potong hewan tersebut sebagai representasi
dari kehendak roh leluhur/nenek moyang mereka untuk memulihkan
keseimbangan yang tergganggu dalam komunitas mereka akibat perbuatan
pelaku, serta pemulihan atas nama baik perempuan atau gadis yang mengalami
nasib naas, yang disebut proses Hatomak Tais “menjahit kembali kain yang
terobek” 59
Pada zaman kerajaan hukuman yang diberikan kepada pelaku
kejahatan seksual atau zina lebih keras yakni apabila kejahatan seksual atau
pun zina dilakukan kepada keluarga raja, maka hukumannya adalah
pemenggalan kepala. Namun sanksi ini tidak lagi berlaku sejak kedatangan
belanda. Sedangkan yang masih berlaku sekitar tahun 1974 adalah zina
dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya atau seorang kakak laki laki
kepada adik perempuannya di hukum dengan menghisap usus babi dan
ditelan,  apabila zina dilakukan antara laki dan perempuan yang sudah
bersuami atau beristri adalah mengisap usus babi dipotong ujung lalu diikat
simpulnya dan dihisap secara bersamaan dengan  cara saling membelakangi.
58Wawancara dengan ketua Rumah Aman Atambua, Florentian Abuk, A.Md  yang dikenal dengan
nama mama Folo,pada tanggal,3 januari  2018 di Atambua pukul 13.00 wita
59 Wawancara dengan ketua Rumah Aman Atambua, Florentian Abuk, A.Md  yang dikenal dengan
nama mama Folo,pada tanggal,3 januari  2018 di Atambua pukul 13.00 wita
58
Makna sanksi tersebut adalah sebagai hukuman bagi pelaku yang telah
melakukan perbuatan zina yang dianggap sebagai perbuatan tercela, sanksi
isap usus babi sebenarnya tidak memiliki makna filosofis, tapi  babi adalah
hewan ternak yang paling umum dan paling mudah diperoleh di Nusa
Tenggara Timur. Dalam budaya orang Atambua (pada jaman dahulu), sanksi
isap usus babi tersebut sebagai simbol hinaan dan celaan dari masyarakat
terhadap para pelaku zina dalam arti mau sama mau, juga dikenakan bagi
pelaku yang memaksa seorang perempuan untuk bersetubuh dengannya.
Namun  sanksi tersebut lambat laun menjadi pudar seiring perkembangan
jaman, khususnya sejak kedatangan Belanda, sanksi berubah dengan
pemberian denda adat bagi pelaku yakni  berupa sanksi pemberian hewan
kepada korban dan keluarga dan model sanksi ini  masih dipertahankan hingga
hari ini yang disebut  dengan denda adat, di masyarakat atambua  hampir tiap
wilayah masih mempertahankan model sanksi ini meskipun dalam masing
masing wilayah tersebut terdapat perbedaan prosesi maupun jumlah  maupun
jenis denda adat sesuai kesepakatan.
2. Kasus pemerkosaan yang terjadi Sekitar tahun 2015. Terdakwa adalah warga
Tim Tim,60 dan korban adalah perempuan Tim Tim yang sudah dewasa
(eksodus dari Tim Tim pasca referendum), karena Atambua merupakan daerah
perbatasan antara Tim Tim dan Indonesia maka banyak warga Tim Tim ikut
tinggal  diwilayah  desa Bunak. Terhadap kasus tersebut awalnya di selesaikan
secara adat namun namun kasus tersebut tercium oleh aparat dan dibawa
hingga ke kepolisian dan dilanjutkan ke pengadilan negeri atambua. Dalam
proses penyelesaian persidangan tersebut, Lois Partila selaku kepala desa dan
tetua adat, turut hadir sebagai saksi yang dimintai keterangan dan dalam
penyelesaian oleh PN tersebut, hakim mempertimbangkan denda adat dengan
memberikan sanksi pidana penjara dan denda 5 juta kepada pelaku untuk
60Wawancara dengan Lois Partila Salsila ketua adat desa Bunak pada tanggal 4 Januari  2018 di
di desa Bunak-Atambua pukul 10.00 wita. Sebagai catatan : Dalam wawancara ini peneliti
mengalami kesulitan dalam memahami bahasa yang digunakan ketua adat, yang tidak bisa
berbahasa indonesia, sehingga wawancara tersebut peneliti akhiri.
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diserahkan kepada korban dan keluarganya. Jumlah 5.000.000,- tersebut
adalah konversi dari harga seekor babi).
3. Selain, dua kasus diatas, terdapat pula satu kasus pemerkosaan yang terjadi di
desa Wemeda Kabupaten Malaka. Narasumber dalam kasus ini adalah Moses
Kabosu, selaku ketua adat  desa Wemeda yang menyatakan bahwa korban
dalam kasus ini adalah masih kerabatnya sendiri, yang diperkosa oleh pemuda
yang berasal dari suku lain yang masih merupakan satu wilayah.
Meskipun kasus yang terjadi di Wemeda tidak tercatat lengkap, namun
mekanisme penyelesaian di desa Wemeda bisa memberikan gambaran utuh
mengenai proses penyelesaian terhadap suatu kejahatan pemerkosaan.
Perkosaan dalam adat desa Wemeda, tidak terbatas kepada perbuatan
persetubuhan dengan paksa dan kekerasan. Namun menurut nya perkosaan
dalam pemahaman komunitas adat di dusun Wemeda memiliki arti yang
sangat luas,  artinya tidak hanya tentang paksaan bersetubuh tetapi pelecehan
dengan cara memegang tangan anak gadis saja sudah dianggap sebagai
perkosaan dan dianggap telah melanggar ketertiban dalam komunitas,
sehingga tetap harus diberikan sanksi yang jumlahnya tergantung pada
kesepakatan, terlepas dari pelaku mau menikahi korban atau tidak.
Penyelesaian perkara pemerkosaan di desa wemeda, menurut Moses
Kabosu61, selaku ketua adat pelaksanaanya harus dilakukan di Rumah adat Lae
tua. Diawali dengan kehadiran oleh tokoh adat dan pemuka masyarakat, serta
warga, juga dihadiri oleh pelaku dan keluarganya serta sukunya. Dalam
pembicaraan adat tersebut disepakati bahwa pelaku dikenakan denda  berupa
10 ekor hewan, emas dan perak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam
desa wemeda, apabila yang diperkosa merupakan turunan bangsawan atau
status gadis  di kalangan bangsawan” nain nuan veto” (turunan raja).   Namun
karena perak dan emas susah didapatkan maka nilai benda tersebut di konversi
dengan sejumlah uang dan beberapa ekor hewan yang terdiri dari sapi,
kambing dan babi.
61 Wawancara dengan Moses Kabosu ( ketua adat desa Wemeda, pada tanggal 4 Januari  2018
bertempat di rumah adat Lae Tua di desa Wemeda-Malaka pukul 16.15 wita
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Setelah disepakati jumlah denda yang harus diserahkan pelaku dan
keluarganya bahkan hasil kumpulan dari warga dalam sukunya  diserahkan
kepada korban, yang kemudian di lanjutkan dengan “KIUK” pemotongan
hewan yang dimasak oleh keluarga pelaku untuk diserahkan kepada rumah
adat ‘Lae Tua” untuk di santap bersama.
Dilanjutkan dengan  acara kokoi ulun yakni  mencukur rambut pelaku
sampai botak sebagai simbol tobat sempurna, untuk memberikan efek jera,
yang dilanjutkan dengan minum sopi sebagai acara pengesahan bahwa sanksi
adat telah disepakati dan dijalankan dan tidak diperkenankan untuk dibawa ke
mana mana dalam arti pihak korban dan keluarga tidak boleh membawa kasus
tersebut kemanapun. Ditutup dengan acara minum sopi  bersama, yang
dimaknai sebagai pengesahan atas penyelesaian perkara, dan tetua adat
mempercayai bahwa, roh leluhur/nenek moyang meraka turut hadir
menyaksikan prosesi penyelesaian perkara yang telah merusak keseimbangan
akibat perbuatan pelaku.
Penyelesaian perkara tersebut diatas digambarkan dalam ragaan berikut.
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Ragaan 4.1 Proses Penyelesaian Kasus pemerkosaan
Di Desa Adat Wemeda-Malaka
4. Selain Atambua ada wilayah lain yang masih mempertahankan penyelesaian
secara adat, yakni kabupaten Nagekeo  dimana terdapat dua kelompok
wilayah pesisir dan pegunungan, masyarakat muslim berdomisili di wilayah
pantai atau pesisir dan masyarakat non muslim yang berdomisili  diwilayah
pegunungan atau dilereng gunung.
Berdasarkan hasil penelusuran, peneliti menemukan kasus  tindak
pidana perkosaan yang terjadi pada bulan Oktober 2018  di desa Kota Diru
Malik Kecamatan Keo Tengah Kabupaten Nagekeo, kasus  perkosaan
terhadap seorang anak perempuan yang beragama non muslim dan pelaku
beragama  muslim, dalam kasus tersebut diselesaikan oleh ketua adat yang
disebut Mosalaki, penyelesaian tersebut dihadiri oleh pihak keluarga dari
pelaku dan korban, dengan pengawasan dari RT setempat dan tokoh agama.
Penyelesaian secara adat tersebut pelaku diberikan sanksi adat yang disebut
“wajan ndape” berupa 3 (tiga) ekor kerbau. Dalam kasus ini pelaku dan
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korban tidak dinikahkan karena adanya perbedaan agama antara ke-duanya,
sehingga diputuskan pelaku membayar denda “wajan ndape” sebagai penutup
malu bagi korban dan keluarganya serta pemulihan atas  keseimbangan kosmis
yang terganggu oleh peristiwa tersebut.
Terkait kasus diatas dalam hal ini Ruslan  menuturkan :
“Bahwa putusan yang diambil dalam musyawarah mufakat itu harus
dianggap sebagai putusan terbaik untuk menyelesaikan keseimbangan yang
terganggu atas perbuatan pelaku,biasanya tindakan yang diambil untuk
mengembalikan keseimbangan yang terganggu adalah dengan menikahkan
korban dan pelaku bila memiliki keyakinan yang sama (agamanya sama) hal
ini merupakan suatu keharusan, karena diyakini oleh masyarakat setempat
jika tidak dilakukan (menikahkan pelaku dan korban)) akan menimbukan
malapetaka dalam bentuk gagal panen, banjir atau kecelakaan yang
mengakibatkan kematian, hal tersebut merupakan wujud kemarahan leluhur
terhadap perbuatan warga yang mengotori tanah, udara dan air dalam
komunitas mereka tinggal, oleh karena itu harus segera diadakan pemulihan
dengan menikahkan mereka, atau jika tidak dinikahakan maka  harus
membayar denda sesuai kebiasaan  yang berlaku selama ini62
Dalam  masayarakat adat  di wilayah Nagekeo pada  umumnya  bila
terjadi kasus pelanggaran adat yang menimbulkan reaksi adat  maka akan
diselesaikan oleh ketua adat yang disebut dengan “Mosalaki” (tua adat),
dengan cara mengundang atau mengumpulkan para pihak yang beselisih,
pemuka masyarakat/ tokoh masyarakat untuk membicarakan secara adat atau
musyawarah mufakat guna menemukan jalan terbaik atas perkara yang mereka
hadapi. Biasanya ketika terjadi perkara kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku
yang masih bujang kepada seorang perempuan/gadis maka sanksinya adalah
menikahkan pelaku dan korban apabila antara pelaku dan korban memiliki
agama yang sama,  tapi jika  berbeda agama biasanya tidak dinikahkan tapi
dijatuhkan sanksi denda adat berupa hewan ternak.
Pada jaman dahulu apabila terjadi kasus  yang menganggu ketertiban
dalam komunitas adat, seorang mosalaki (ketua adat) bersama para pria
melakukan tradisi tarian dan teriakan tengah malam, yang disebut
62 Wawancara dengan Bapak Ruslan, tokoh masyarakat desa Durumalik -Nagekeo,pada Tanggal 1
April  2019
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“Mbea”setelah tua adat (mosalaki) menerima laporan atau pengaduan dari
warganya, ritual tarian dan teriakan tengah malam umumnya dilakukan bila
terjadi pelanggaran  adat terhadap perempuan atau anak gadis yang hamil atau
telah mengalami suatu peristiwa yang membuat aib. Dalam ritual Mbea
tersebut Mosalaki menuturkan peristiwa yang terjadi, untuk memberikan
informasi atau pengumuman kepada warganya dan mengharapkan adanya
pengakuan dari pelaku. Biasanya setelah memperoleh pengakuan maka
selanjutnya digelar musyawarah adat antara pihak keluarga korban dan pelaku
yang dihadiri oleh tua adat, duduk bersama guna memperoleh kesepakatan
terbaik bagi pelaku dan korban, jika agamanya sama akan dinikahkan jika
korban menolak biasanya pelaku dikenakan sanksi denda adat berupa hewan
ternak. Dalam konteks denda ini terdapat perbedaan dengan hukum adat yang
berlaku di Atambua, dimana pelaku wajib memberikan denda adat kepada
korban terlepas dari apakah pelaku atau korban mau menikah atau tidak.
Pelanggaran hukum adat yang dilakukan seseorang terhadap orang
lain, terhadap beberapa pelanggaran hukum yang berlaku dalam masyarakat
adat, petugas adat hanya bertindak jika di minta oleh orang merasa dirugikan
kepentingannya. Sedangkan terhadap tindakan tindakan hukum lainnya,
petugas adat dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri bilamana petugas tersebut
menemukan atau mendapat secara langsung warganya melakukan pelanggaran
atas ketentuan hukum adat yang berlaku diwilayahnya. Ukuran yang dipakai
hukum adat untuk untuk menenentukan dalam hal mana para petugas hukum
harus bertindak dan dalam hal mana mereka hanya akan bertindak atas
permintaan yang berkepentingan.
Tiap tiap pelanggaran hukum, para petugas hukum menimbang
bagaimana mereka akan bertindak untuk membetulkan kembali keseimbangan
hukum. Tindakan atau pertahanan adat yang diperlukan mungkin hanya
berupa hukuman membayar sejumlah uang sebagai denda adat (pengganti
kerugian) atas perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap  pelanggaran
yang dilakukan. Dalam konteks hukum adat tindak pidana adat atau delik adat
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tidak saja meliputi perbuatan  yang menimbulkan kerusakan individual tetapi
juga setiap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian sosial.
Mengutip Soepomo dalam Natangsa, yang menulis bahwa  dalam alam
pikiran tradisioanl Indonesia pada umumnya yang bersifat kosmis, suatu hal
yang sangat penting adalah adanya pengutamaan terhadap terciptanya suatu
keseimbangan (evenwicht, harmonie) antara dunia lahir dan dunia gaib, antara
golongan manusia seluruhnya dan orang seorang sebagai individu, antara
persekutuan dan teman masyarakatnya. Segala perbuatan yang menganggu
keseimbangan tersebut merupakan pelanggaran dan petugas hukum wajib
mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna memulihkan kembali
perimbangan hukum. 63
5. Kasus yang terjadi di kelurahan Pota Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten
Manggarai Timur, pada tahun 2017 terjadi kasus kesusilaan yang melibatkan
pelaku seorang guru yang telah melakukan tindakan kejahatan seksual
terhadap adik iparnya sendiri sehingga berakibat hamilnya korban. Terhadap
kasus ini penyelesaian yang dilakukan para pihak yakni duduk bersama antara
keluarga pelaku dan korban yang dihadiri oleh pemuka masyarakat atau tokoh
agama. maka diputuskan bahwa pelaku harus menikahi korban dan
memberikan talak satu kepada istri pertamanya, kemudian pelaku menceraikan
korban dan kembali menikah dengan istri pertamanya dan korban menikah
dengan orang lain. Hal ini dilakukan atas permintaan orangtua  korban yang
tidak merelakan anaknya (istri pelaku dan korban adalah masih saudara
kandung) sehingga tidak mengijinkan untuk di poligami oleh pelaku, tujuan
menikah dengan korban adalah untuk memberikan ke-sah,an atas anak yang
telah dikandung korban.
Terhadap pelaku tidak dikenakan sanksi atau denda adat karena
masyarakat manggarai tidak mengenal hukum adat, sehingga ketika terjadi
peristiwa sebagaimana kasus tersebut diatas pada umumnya bergantung pada
63 Natangsa Surbakti, Peradilan Restoratif ; Dalam bingkai empiri, Teori dan kebijakan, Genta
Publishing : Yogyakarta, Hlm. 97.
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pilihan masyarakatnya untuk diselesaikan secara musyawarah mufakat
keluarga  atau memilih  berhadapan dengan hukum formal negara.
Untuk mengetahui apakah dengan pola penyelesaian ini merupakan
pengelabuhan hukum atau penyelundupan hukum ? maka penulis melakukan
wawancara dengan tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang mengetahui
peristiwa tersebut, dalam hal ini Muhammad Kasim menuturkan:
“Terlepas dari penyelundupan hukum atau bukan namun cara tersebut harus
ditempuh  mengingat rumitnya kasus tersebut, dimana ada beberapa hal
yang menjadi pertimbangan para pihak adalah : Pelakunya berstatus ASN
yang terikat oleh ketentuan negara tidak boleh menikah tanpa ijin istri
pertama, dan istri pertama beserta  (orangtua dan keluarga besarnya) tidak
menghendaki dipoligami dengan korban karena korban adalah adik kandung
dari istri pertama, sementara korban mengalami kehamilan akibat perbuatan
pelaku. Maka jalan terbaik yang diambil sesuai kesepakatan bersama adalah
pelaku menikahi korban untuk memberikan pertanggungjawaban dan
kesahan anak yang ada dalam kandungan korban, sesuai kesepakatan awal
bahwa setelah menikahi korban harus diceraikan karena akan menikah
dengan orang lain, maka cara ini merupakan cara terbaik yang membawa
pada kemaslahatan bagi para pihak64.
Mendasarkan pada tuturan tersebut dapat dipahami mengapa model
penyelesaian ini ditempuh oleh para pihak karena dianggap sebagai jalan
terbaik untuk menyelamatkan marwah keluarga, menjaga keharmonisan
dalam komunitas, tidak memutuskan silaturahim antar keluarga atau tidak
menimbulkan konflik serta menjaga keturunan dalam kandungan korban.
Ditarik dari sini maka diketahui apa yang  dimaksudkan oleh
Muhamad Kasim sebagai kemaslahatan dalam penyelesaian perkara tersebut
diatas. Definsi kemaslahatan adalah kebaikan, manfaat dan kepentingan65
Maslahah oleh Al Syari’ untuk manusia terbagi dalam lima bentuk yakni
menjaga agama, menjaga jiwa akal, menjaga keturunan dan harta. Maka setap
64 Wawncara dengan Drs.Muhammad Kasim,Kepala Seksi PENDIS KUA Kecamatan Sambi Rampas
sekaligus tokoh masyarakat.
65 Departemen Pendidikan nasioanal, kamaus Bahasa Indonesia (Jakarta balain Pustaka,2003)Cet.
III Edisi ke -3 hlm 720.
66
usaha yang dilakukan untuk mewujudkan hal hal tersebut diatas dinamakan
maslahah66 Syamsuddin Arif  mengatakan Islam menekankan hubungan yang
serasi dan persahabatan.67 Dengan demikian dalam konteks maslahah dalam
musyawarah mufakat yang dilakukan oleh masyarakat di desa Pota-
Manggarai memiliki dimensi transendental keadilan bagi para pihak.
b.Sanksi
Untuk melihat pemberian sanksi dalam perspektif adat dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 4.20 Kategori Sanksi Dalam Putusan Pengadilan Adat
Tempat
dan Tahun














Penjara       : Tidak ada







Penjara       : Tidak ada






Penjara        : Tidak ada
Denda adat : Tidak ada
Hukuman Tambahan  :
Menikahi korban   dengan
syarat
66 Abu hamid Muhammad Bin Muhammad Al Ghazaly Mustashfa Min Ilmi al –Ushul (Madinah
Munawwarah:ttp,tt)jilid 2, hlm 481.
67Syamsuddin Arif, 2017, Islam dan Diabolisme Intelektual, Insist: Jakarta, hlm. 124
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Tabel diatas menunujukan bahwa ciri  dari peradilan adat  berupa sanksi
yang diterapkan tidak hanya berlaku bagi pelaku tetapi juga terhadap
keluarga besar atau sukunya yakni dalam hal  denda adat berupa  hewan serta
ritual potong hewan sehingga apabila pelaku tidak mampu maka keluarga atau
sukunya turut andil dalam memberikan atau mengumpulkan hewan dan kain
tenun adat sesuai  dengan jumlah kesepakatan adat. Terhadap denda tersebut
terlihat sangat konsisten dijalankan oleh penyelenggara adat dan di patuhi oleh
pelaku maupun korban. kepatutan dan ketaatan oleh masyarakat dalam hukum
adat tersebut dipengaruhi oleh kesadaran hukum “opinion necesiatis” artinya
masyarakat meyakininya sebagai hukum yang berlaku.
c.Faktor yang Mempengaruhi Putusan Adat
Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi putusan adat terhadap pelaku
tindak pidana pemerkosaan, jika dilhat dari faktor subtansi hukum, struktur
hukum dan kultur hukum, dapat dilhat dalam tabel berikut :
Tabel 4.21 Faktor yang Mempengaruhi Putusan Adat
Faktor   yang Mempengaruhi Putusan Adat
Substansi Hukum Struktur Hukum Kultur Hukum
1. pasal 18 B ayat 2

























2. Perkosaan dalam hukum











Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui faktor yang
mempengaruhi putusan adat dalam pemberian sanksi adat secara subtansi hukum
adat diakui oleh negara dalam konstitusi sehingga memberi kekuatan hukum bagi
berlakunya hukum adat dalam masyarakat. Sedangkan dalam struktur para
penyelenggara adat memiliki otoritas yang diberikan oleh negara maupun
warganya untuk memutus atau membuat putusan adat kepada salah seorang
warga/sukunya yang bersalah dalam suatu proses peradilan adat, dalam kultur
hukum masyarakat melihat bahwa tindak pidana perkosaan sebagai perbuatan atau
delik adat yang menggangu kosmis sehingga di dalam delik  adat adanya unsur
kesalahan atau kekhilapan tidak menjadi syarat mutlak  atau tidak memerlukan
pembuktian sama sekali, cukup ada  terganggunya keseimbangan atau
perimbangan bathin masyarakat adalah merupakan delik adat yang harus
dilakukan upaya upaya adat  untuk membuat keadaan menjadi biasa lagi atau
kembalinya keseimbangan yang telah terganggu akibat kesalahan atau kehilafan
yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat tersebut.
d.Perlindungan Korban
Tabel 4.22 Putusan Adat dengan Doktrin Perlindungan Hukum Adat
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Ada Tidak Ada Ada
Dari tabel dapat dilihat penyelesaian kasus yang memberikan perlindungan
bagi korban dalam kasus atambua mengakomodir musyawarah dan ganti rugi bagi
korban berupa denda adat  sejumlah Rp 25.000.000 dan 2 lembar kain tenun adat
Atambua, sedangkan hukuman tambahan bagi pelaku tidak ada,  Sementara kasus
Wemeda di Malaka melibatkan musyawarah, memberikan ganti rugi bagi korban
berupa hewan ternak dan pelaku diberi hukuman tambahan, yakni melaksanakan
ritual “kokoi ulun”mencukur rambut hingga pelontos sebagai pertaubatan
sempurna dan memberikan efek jera, selain itu pelaku dibebankan upacara potong
hewan dan menyediakan minuman  sopi dalam prosesi adat sebagai simbol
perdamaian dan pembersihan kosmis yang terganggu akibat perbuatan pelaku.
Sementara kasus di desa Dirumalik Kabupaten  Nagekeo melibatkan
musyawarah mufakat dan memberikan ganti rugi bagi korban berupa ternak
(kerbau) tiga ekor. Tidak ada hukuman tambahan kepada pelaku. Sedangkan
kasus Sambi Rampas Manggarai, melibatkan musyawarah, tidak memberikan
ganti rugi kepada korban karena masyarakat manggarai tidak mengenal istilah
denda adat dan hukuman tambahan pelaku menikahi korban dengan syarat talak
setelah  menikah, untuk  kemudian kembali kepada istri pertamanya dan  korban
menikah dengan pria lain.
Berbagai model penyelesaian yang dilakukan secara adat maupun
musyawarah mufakat di beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur dalam penelitian
ini menunjukan adanya pola yang berbeda. Untuk mengetahui penyelesaian adat
memberikan rasa keadilan atau tidak maka penulis melakukan wawancara dengan
keluarga korban yang mengatakan bahwa dirinya dan keluarga besarnya
merasakan cukup adil  apalagi dalam penyelesaian tersebut disertai dengan
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pernyataan pelaku dan melibatkan tetua adat dalam sebuah surat menyatakan tidak
akan mengulangi perbuatannya lagi.68
Selanjutnya untuk melihat aspek perlindungan bagi korban dalam
perspektif adat  dengan menggunakan  teori perlindungan hukum  dapat dilhat
pada tabel berikut :






































Tidak ada Tidak ada
Tabel diatas diatas  menunjukan bahwa perlindungan bagi korban dalam
perspektif adat mengakomodir perlindungan yang bersifat represif,  tetapi secara
preventif tidak memberikan perlindungan hukum namun meskipun tidak ada
ketentuan yang jelas (tidak tertulis) namun ketentuan tersebut hidup dalam
pemikiran masyarakat dan dengan patuh dijalankan oleh masyarakatnya.
Sementara dalam aspek represif sanksi denda adat berupa hewan ternak masih
konsisten dijalankan hingga saat ini meskipun dibeberapa wilayah  sanksi denda
berupa hewan ternak telah dapat dikonversi dengan sejumlah uang karena
kesulitan menemukan hewan ternak seperti kerbau maupun perak serta emas.
68 Wawancara dengan keluarga korban kasus Atambua,
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Sedangkan sanksi denda berupa hukuman tambahan berupa, dinikahkan dengan
korban serta melaksanakan upacara potong hewan dan minum sopi maupun cukur
rambut hingga pelontos, masih tetap dijalankan oleh pelaku  sesuai kesepakatan
adat.
e.Aspek Transendental Dalam Perspektif Putusan Pengadilan Adat
Untuk membuktikan, eksemplar yang perlu diuji adalah putusan dari
hakim adat di Nusa Tenggara Timur tentang kasus pemerkosaan. Untuk
mempermudah penyajian, maka hal ini bisa dilihat dalam Tabel sebagai berikut :
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norma-norma mutlak



















agama, etika, dan moral
yang bersifat holistik.
Ditemukan ditemukan ditemukan ditemukan
Tabel diatas menunjukan bahwa nilai transendental yang temukan dalam
putusan peradilan adat di  Atambua dan Wemeda  adalah aspek transendental
yang mempertimbangkan / mengandung nilai ajaran agama, etika, dan moral yang
bersifat holistikyang dalam hal ini animisme dan dinamisme, karena putusan
hakim adat/ketua adat  diyakininya dari kehendak “nenek moyang” dalam arti  roh
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roh leluhurnya  menghendaki pemulihan  bagi keseimbangan yang terganggu oleh
perbuatan pelaku, dengan berbagai ritual adat yang besifat holistik.
Adapun sifat Holistik dari putusan peradilan adat Atambua dan Wemeda-
Malaka  adalah, mengakomodasi konsep dan nilai nilai adat sebagai berikut :
1. Belis
Belis banyak diumpamakan sebagai mahar. Bentuk belis yang ditetapkan
itu terdiri dari mata uang logam (terbuat dari emas, perak, maupun tembaga),
ternak (kerbau dan babi), kain tenun. Belis diberikan laki laki terhadap perempuan
pada saat pernikahanya. Belis dapat dibaca pula sebagai hak laki laki atas
kesucian seorang wanita, Menurut Mama Folo, Korban Pemerkosaan yang telah
kehilangan keperawanan (karena pemerkosaan), pada saat akan menikah pihak
perempuan dan keluarganya adalah harus membayar atau menyerahkan sejumlah
kain selimut dan muti (kalung adat) yang dalam bahasa lokal Tetun disebut”
Morten “, hal ini sebagai pengganti belis kepada pasangan pria yang telah
kehilangan haknya untuk mendapatkan keperawanan. Namun, tentunya
pembayaran ini, pihak calon suami tidak boleh lagi mempertanyakan masa lalu
perempuan tersebut.69
Dalam perkembangannya, Belis mengalami pembiasan konsep terutama
dalam kasus kekerasan terhadap peremuan.  Tien melihat sekarang Belis dianggap
sebagai nilai tukar bagi wanita yang dinikahi, dan wanita menjadi sebuah
komoditas, dan hal ini menyebabkan banyak kekerasan terhadap perempuan.70
Namun pandangan lain tentang belis sebagai budaya yang bernilai positif, datang
dari Endang Retnowati yang mengatakan bahwa Tradisi belis telah menghidupkan
sikap gotong royong yang telah lama dilakukan oleh generasi tua. Gotong royong
yang sudah berlangsung lama dalam pembayaran belis merupakan nilai yang
sangat tinggi bagi kekerbatan dan persatuan semua suku bangsa di belu. Saling
69 Wawancara dengn Florentina Abuk (Mamam Folo)  Pada tanggal  3 januari 2018, pukul 13.00 di
Atambua
70Tien Handayani Nafi. dkk,Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan Di Kupang, Atambua, Dan Waingapu,Jurnal Hukum dan Pembangunan
Tahun ke-46 No.2 April-Juni 2016, Hlm. 245
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meringankan  beban dilakukan dengan cara menyumbang secara bergantian atau
timbale balik (resiprositas) baik arisan keluarga,dalam jangka waktu tidak
terbatas71 belis adalah pemberian mas kawin. Besaran belis dalam hitungan rupiah
bagi orang belu pada umumnya dirasakan sangat besar. Belis terdiri dari rupa rupa
barang yang harus dipenuhi apabila disepakati oleh kedua belah pihak antara lain
berupa kepingan emas, perak, binatang ternak, kain dan sejumlah uang. Uang
yang serahkan dalam hantaran belis disebut dengan istilah sirih pinang .sejumlah
uang sirih pinang kemudian dibagikan kepada anggota suku yang berjumlah
banyak, maksud pembagian ini adalah untuk mengenalkan anggota baru kepada
komunitas Bunaq (keluarga besar Bunaq)72
2.Hatomak Tais
Dimaknai dengan menjahit kembali kain yang terobek, secara filosofis
dapat dimaknai sebagai memperbaiki kembali kosmis yang rusak akibat perbuatan
pelaku, pembersihaan kosmis yang terganggu atau keseimbangan yang terganggu
dalam komunitas tersebut, namun secara harafiah dimaknai sebagai pengumunan
kepada masyarakat bahwa perempuan yang mengalami nasib naas telah
dipulihkan sekaligus sebagai pengumuman bahwa perempuan tersebut tidak
perawan lagi, sehingga bila kelak calon suaminya ingin mengambil sebagai istri
tidak boleh lagi mempertanyakan masa lalu perempuan tersebut, konsekwensinya
bagi pihak perempuan  dan keluarganya adalah harus membayar atau
menyerahkan  sejumlah kain selimut dan muti (kalung adat)  yang dalam bahasa
lokal Tetun disebut” Morten “, kepada calon suami dan keluarganya. Dalam
konteks ini pembayaran belis oleh suami dibayarkan kembali oleh pihak
perempuan kepada calon suaminya karena pengantin wanita  tidak perawan  lagi
akibat perkosaan yang terjadi pada masa lalunya.
3. Rumah Adat Lae Tua
71 Endang  Retnowati “Politik Kebudayaan Belu Dalam John Haba, dkk  (2016) Peran Bahasa Dan
Budaya Dalam Konteks Keutuhan NKRI;Konstruksi  Identitas Dan Nasionalisme di kabupaten belu
Nusa Tenggara Timur , 2016 hlm. 106-109
72 Endang Retnowati Makna Budaya Tradisional Belu bagi Multikulturalisme; Tinjauan Filsafat”
Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 19 No 2 Tahun 2017 hlm.179
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Di desa Wemeda, rumah adat Lae Tua menjadi tempat bertemunya tokoh
adat dan pemuka masyarakat, serta warga, juga dihadiri oleh pelaku dan
keluarganya serta sukunya. Masyarakat setempat memiliki pandangan yang sakral
terhadap rumah adat lae tua karena diyakini trumah tersebut di huni oleh roh roh
leluhur/nenek moyang mereka, oleh karena itu tetua adat dan masyarakat setempat
selalu melakukan musyawarah mufakat  dan segala sesuatu terkait pelaksanaan
prosesi adat  harus dilakukan di rumah adat lae tua. Masayarakat di desa Wemeda
melakukan atau tidak melakukan sesuatu karena rasa takut pada kemarahan roh
leluhur/ nenek moyang, mereka meyakini jika melanggar kehendak roh leluhur
akan menimbulkan malapetaka atau bencana bahkan kematian.
Kepercayaan animism yang diterima secara turun temurun dari para
leluhur sejak lama membangun kehidupan yang religious masyarakat belu secara
kuat.kehidupan religi merupakan bentuk kehidupan fundamental bagi kelansungan
hidup sosial masyarakat belu. Ikatan kekeluargaan terlihat pada kekompakan
berbagai suku yang tinggal diwilayah belu maupun di luar Belu73 Bagian tertentu
dari rumah adat masyarakat Belu merupakan simbol hubungan manusia dengan
Tuhan atau kepercayaan animism, oleh karena itu di setiap rumah warga suku
Matabesi, masih terdapat Mesbah yakni bangunan yang dipercaya sebagai tempat
tinggal ruh,terlatak dekat rumah termpat tinggal dahulu karena mesbah
menggunakan material yang lebih bagus sehingga bentuk bangunannya juga lebih
bagus dari bentuk rumah tinggalnya, yang dipercaya sebagai media pemberi
kekuatan untuk kehidupan terutama dari wujud tertinggi yaitu bumi dan air 74
4. Kiuk
Kiuk adalah proses pemotongan hewan yang diserahkan pelaku (pelaku
pemerkosaan) untuk disantap bersama. Proses pemotongan ini dilakukan pasca
kedua belah pihak menyepakati jumlah denda yang harus diserahkan pelaku dan
keluarganya bahkan dalam beberapa kasus, harta yang harus diserahkan
merupakan kumpulan harta benda dari suku pelaku yang diserahkan kepada
73 Ibid hlm. 104
74 Endang  Retnowati” Makna Budaya Tradisional Belu bagi Multikulturalisme; Tinjauan Filsafat”
Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 19 No2 Tahun 2017 hlm.181.
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korban. Dalam ritual adat potong hewan (kiuk)  darah hewaan yang disembelih
dianggap sebagai pengganti atau menggantikan perselisihan atau terganggunya
kosmis yang ditimbulkan oleh pelaku dalam komunitas mereka, sehingga untuk
mengganti kosmis yang tercemar itu dengan kosmis yang bersih harus
ditumpahkan darah hewan sebagai gantinya, ritual ini dianggap pula sebagai
simbol perdamaian para pihak, masyarakat mereka meyakini jika ritual ini tidak
dilaksanakan akan menimbulkan malapetaka atau bala bencana.
5. Kokoi Ulun
Kokoi Ulun yakni  mencukur rambut pelaku sampai botak sebagai simbol
tobat sempurna, untuk memberikan efek jera. Dalam pandangan komunitas adat
yang melaksanakan kokoi ulun, bukan hanya sekedar mencukur rambut pelaku
untuk memberi efek jera namun sebenarnya kokoi ulun dianggap sebagai sumpah
adat karena disertai dengan acara minum darah hewan (kambing atau Babi). Jika
pelaku masih mengulangi perbuatannya maka akan menimbulkan malapetaka atau
bahkan kematian. Selain itu kokoi ulun (cukur rambut hingga pelontos) sebagai
simbol bahwa pelaku terlahir kembali sebagai manusia baru yang lebih baik.
Setelah kokoi ulun  dilanjutkan dengan minum sopi sebagai acara
pengesahan artinya sanksi adat telah disepakati dan dijalankan dan tidak
diperkenankan untuk dibawa ke mana mana dalam arti pihak korban dan keluarga
tidak boleh membawa kasus tersebut kemanapun.
C. Konsep Putusan Pengadilan yang Berbasis Transendental
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah 1 dan II
dapat diketahui bahwa  aspek transendental pada pengadilan negeri dan
pengadilan adat  kemudian digabungkan sehingga putusan yang seharusnya ada
dalam putusan pengadilan negeri diprediksi dapat memuat aspek aspek
transendental sebagaimana yang diakomodir oleh putusan peradilan negeri dan
peradilan adat  sebagai berikut: 1.Pengakuan Keberadaan Tuhan, 2. Pengakuan
akan adanya norma-norma mutlak dari Tuhan yang tidak berasal dari akal
manusia,  3.Hakim menggunakan hati nurani mereka dalam membuat keputusan,
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4.Hakim mempertimbangkan / mengandung nilai ajaran agama, etika, dan moral
yang bersifat holistik.
Prediksi putusan ini akan seperti  hasil putusan pengadilan  negeri dalam
perkara nomor : 05/Pid.Sus/2017/PN-Atb, yang mengakomodir hal-hal
sebagai berikut :
1. Pembuktian unsur  unsur : Unsur unsur setiap orang, dengan  sengaja
melakukan kekerasan atau ancaman kekeraan memaksa anak melakukan
persetubuhan dengannya secara berturut turut atau berulangkali sebagai
perbuatan berlanjut  dapat dibuktikan.
2. Pembuktian unsur kesalahan: tidak terdapat hal yg dapat melepaskan
terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar atau
pemaaf
3. Penggunaan doktrin ilmu hukum: menggunakan pendapat  Prof. Satochid
Kartanegara bahwa orang yang melakukan sesuatu yang dilarang dan
diancam dengan hukuman oleh UU  dapat dihukum.  Van Hamel bahwa
jiwa orang harus harus sedemikian rupa, sehingga ia akan mengerti  nilai
dari perbuatannya. Menginsafi perbuatan menurut tata cara masyarakat
dilarang, orang harus dapat menentukan perbuatannya.
4. Penggunaan Yurisprudensi:  Putusan MARI No,340K/Pid/1990, tanggal
24 Februari 1994 (Varia Peradilan) disebutkan untuk membuktikan fakta
adanya persetubuhan adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata
saja, maka adanya bukti petunjuk cukup memadai untuk membentuk
keyakinan hakim akan terpenuhinya fakta tersebut”.
1. Pertimbangan non yuridis: menggunakan pendapat Nursyahbani
Katjasungkana bahwa masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang
sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial
terkait dengan masalah HAM, khususnya berkaitan dengan perlindungan
terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan dan kekejaman dan
pengabaian martabat manusia75.
75Abdul Wahid&Muhamad Irfan”perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual.
2006,  hlm 62
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Aspek transendental dapat digunakan hakim dalam pertimbangan yang
bersifat non yuridis yaitu :
a. Pengakuan keberadaan Tuhan : terhadap unsur ini hakim
mengimplemntasikan pengakuan keberadaan Tuhan, yang terdapat
dalam irah irah putusan” Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
YME” dengan cara meyakini bahwa dirinya merupakan wakil Tuhan
di bumi untuk menyelesaika persoalan manusia didunia, oleh
karenanya merupakan tanggungjawab dan amanah baginya untuk
memberikan keadilan yang sesuai dengan keadilan yang dikehendaki
masyarakat serta keadilan yang dikehendaki Tuhannya.
b. Pengakuan akan adanya norma-norma mutlak dari Tuhan yang tidak
berasal dari akal manusia: terhadap unsur ini hakim menggunakan dalil
atau ayat yang sesuai dengan keyakinan moralnya terkait tindak pidana
perkosaan. Dalam ajaran  islam ayat Alquran Surat al An’am (6] : 119
yang artinya “ Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang
diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan
terpaksa…” Ayat lainnya “Dan janganlah kamu paksa budak-budak
wanitamu untuk melakukan pelacuran, padahal mereka sendiri
menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan
duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka
sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun (QS. Al-Nur: 33).
Ayat diatas menegaskan bahwa setiap pelaku kejahatan seksual
selain di ancam dengan hukuman duniawi, juga terdapat ancaman
ukhrawi yang menimbulkan rasa takut untuk melakukan perbuatan
yang dilarang sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk yang
mungkin terjadi.
a. Hakim menggunakan hati nurani  dalam membuat keputusan: terwujud
dalam perilaku hakim yang melibatkan Tuhan dalam proses bekerjanya
sejak di mulai dari pemeriksaan, mengadili dan memutuskan perkara
yang dihadapkan kepadanya. Terhadap perkara yang cukup rumit
pembuktian sehingga menimbulkan keraguan bagi hakim dalam
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memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya, termasuk
subjektivitasnya sebagai serorang manusia yang tidak terlepas dari rasa
iba atau empati atau antipasti terhadap korban ataupun pelaku, maka
dalam hal ini hakim memerlukan sandaran  untuk mengembalikan
urusan yang tak mampu dipikulnya atau diselesaikannya, dengan
kembali kepada Tuhannya, memohon tuntunan dan petunjukNya,
sebagai upaya sadar dan pengakuan bahwa manusia adalah hamba
yang lemah, dan Tuhan memiliki kuasa dalam kehidupan manusia.
Inilah transendensi dalam putusan hakim dimana untuk memperoleh
putusan yang benar dan adil melalui pendekatannya dengan Tuhannya
atau melibatkan Tuhan dalam setiap proses berkerjanya atau dengan
kata lain menggunakan kecerdasan spiritual untuk memperoleh bisikan
kebenaran dari Sang Ilahi sehingga menguatkan keyakinannya untuk
memberikan putusan yang benar adalah benar dan yang salah adalah
salah.
c. Putusan hakim mempertimbangkan / mengandung nilai ajaran agama,
etika, dan moral yang bersifat holistik: terhadap unsur ini hakim
menggunakan  nilai nilai yang diyakini masyarakat yang terwujud
dalam perilaku hidup masyarakat lokal yang  diperoleh dari roh leluhur
atau nenek moyangnya yang terus dijalankan dari generasi ke generasi
sehingga dalam konteks ini hakim dapat dikatakan  menggali nilai nilai
yang hidup dalam masyarakat.
Dengan demikian penyelesaian kasus tindak pidana perkosaan yang
ditangani hakim pengadilan negeri akan menghasilkan putusan yang berbasis
transendental, yakni putusan hakim yang mengakomodasi unsur-unsur
transendental berupa: Pengakuan Keberadaan Tuhan, Pengakuan akan adanya
norma-norma mutlak dari Tuhan yang tidak berasal dari akal manusia, Hakim
menggunakan hati nurani mereka dalam membuat keputusan, Putusan Hakim
mempertimbangkan/ mengandung nilai ajaran agama, etika, dan moral yang
bersifat holistik.
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Penerapan unsur-unsur  transendental sebagaimana dijelaskan diatas dapat
diwujudkan dalam perilaku  hukum para hakim dan pintu masuk yang digunakan
adalah  ketentuan UU No 48 tahun 2009  tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5
ayat 1 yang berbunyi” hakim harus menggali nilai nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat”. Namun penggunaan aspek transendental tersebut bergantung
sungguh  pada keinginan dan keberanian hakim  untuk mengimplementasikannya
dalam wujud perilaku sebagai wujud iman  manusia kepada penciptanya.
Absori  mengatakan bahwa” Dimensi transendental bisa dilihat pada ajaran
yang paling dasar, yakni aqidah yang mengajarkan pemahaman hubungan antara
manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya
adalah mahluk yang bersifat fana, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam
semesta  beserta isinya (rabbul alamin) yang bersifat kekal (baqa). Kebahagian
terbesar  seorang  muslim mana kala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi
perintah (hukum-hukum) Allah yang bersifat kodrati (sunattullah), baik yang
bersifat umum ataupun yang terperinci,sebagai konsekwensi dari pengakuan
bahwa Allah maha Esa, penguasa segalanya,dan segala mahluk bergantung pada-
Nya76
Refleksi terhadap nilai nilai transendental adalah mencoba mendiskusikan
kembali secara intens dan mendalam sampai dalam tataran konseptual tipe hukum,
yakni hukum tabiat ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan
perilakunya serta hukum moral. Aktivitas tersebut  digunakan untuk membuktikan
bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada
Tuhan dengan sains. Refleksi ini untuk mencari korespondensi antara kepercayaan
terhadap Tuhan dengan pencapaian sains moderen77
76 Absori Et all ” Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di
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1. Penanganan Tindak Pidana Perkosaan oleh Pengadilan Negeri
Bahwa penanganan tindak pidana perkosaan oleh pengadilan negeri memiliki
kecenderungan pembuktian yang bersifat yuridis dimana hakim sangat konsisten dalam
menerapkan ketentuan tindak pidana perkosaan dan cenderung menggunakan unsur
pembuktian yang bersifat yuridis tanpa di sertai rujukan pada doktrin, yurisprudensi
maupun pertimbangan yang bersifat non yuridis.
Terdapat disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dalam dua
institusi yang memiliki kompetensi yang sama dalam menangani tindak pidana
perkosaan, dimana putusan hakim pengadilan negeri kupang berada ada dalam kategori
sedang dan berat sedangkan  putusan hakim pengadilan negeri atambua berada  dalam
kategori berat dan sangat serius, hal ini dipengaruhi oleh faktor subtansi hukum, struktur
hukum maupun kultur hukum, namun pengaruh kultur hukumlah yang paling  dominan
dalam mempengaruhi pertimbangan hakim sebagai dasar putusan dalam menjatuhkan
sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Adanya standard pemberian
sanksi pidana yang ringan  tidak memberi efek jera (deteren effect) sehingga ditenggarai
menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka tindak pidana perkosaan atau kekerasan
seksual  yang terjadi dalam masyarakat khususnya di wilayah kupang.
Putusan pengadilan negeri secara preventif telah terdapat perlindungan hukum
bagi korban tindak pidana perkosaan baik di wilayah hukum pengadilan negeri kupang
maupun Atambua, akan tetapi belum terdapat perlindungan hukum secara represif.
Eksistensi perempuan korban tindak pidana perkosaan dalam proses pengadilan negeri
kapasitasnya hanya memberikan keterangan yang bersifat pasif, kehadirannya didepan
persidangan memenuhi kewajiban undang undang, memberi keterangan mengenai
peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendirin sehingga dalam hal ini
perempuan masih berada dalam batasan batasan untuk memperoleh perlindungan yang
memadai dan semestinya, karena undang undang menghendaki adanya tuntutan ganti
kerugian yang diderita korban dalam sidang pengadilan.
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Unsur transendental dalam putusan pengadilan negeri adalah berupa (a)
Pengakuan keberadaan Tuhan, terwujud dalam irah irah putusan”Demi Keadilan
Berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha Esa". (b) Hakim menggunakan hati nurani
mereka dalam membuat keputusan, terwujud dalam perilaku hakim yang melibatkan
Tuhan dalam proses bekerjanya sejak di mulai dari pemeriksaan, mengadili dan
memutuskan perkara yang sulit atau menimbulkan keraguan, hakim  memohon
tuntunan dan petunjukNya, sebagai upaya sadar dan pengakuan bahwa manusia adalah
hamba yang lemah, dan Tuhan memiliki kuasa dalam kehidupan manusia.
2. Penanganan Tindak Pidana Perkosaan oleh Pengadilan Adat
Bahwa penanganan tindak pidana pemerkosaan oleh pengadilan adat tidak
memiliki kecenderungan pembuktian  karena dalam delik adat adanya unsur kesalahan
dan unsur kehilafan tidak menjadi syarat mutlak atau tidak memerlukan pembuktian
sama sekali, cukup ada terganggunya keseimbangan atau perimbangan batin masyarakat
adalah merupakan delik adat  yang harus dilakukan upaya adat untuk mengembalikan
keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pelaku. Pengembalian keseimbangan
yang terganggu dilakukan dengan cara memberi hukuman denda adat bagi pelaku
berupa hewan ternak dan kain tenun adat yang diserahkan kepada korban dan
keluarganya sesuai kesepakatan dalam pembicaraan adat di sertai prosesi adat potong
hewan sebagai acara perdamaian yang diakhiri dengan minum sopi sebagai simbol
sahnya putusan.
Penanganan kasus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pengadilan adat
di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur memiliki corak yang berbeda di masing
masing wilayah sesuai dengan kultur yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
(animisme dan dinamisme maupun  ajaran agama islam, kristen) yang kesemuanya
mencerminkan etika yang bersifat fitri artinya semua manusia pada hakikatnya baik
muslim maupun bukan muslim memiliki pengetahuan fitri tentang baik dan buruk.
Putusan pengadilan adat secara  preventif belum memberikan perlindungan tetapi
secara represif telah terdapat perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perkosaan.
Eksistensi perempuan dalam proses pengadilan adat memperlihatkan bahwa perempuan
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sebagai korban tindak pidana pemerkosaan tidak dilibatkan dalam proses pembicaraan
adat terkait kasus dirinya, kehadiran korban diwakili ayah/ibu atau keluarganya
sehingga dalam hal ini perempuan masih mengalami subordinasi karena hidup dalam
kungkungan budaya  yang  menabukan seks  sehingga tidak diberi ruang untuk
berbicara bahkan mengenai dirinya sendiri.
Aspek transendental dalam putusan peradilan adat berupa (a) adanya norma-
norma mutlak dari Tuhan yang tidak berasal dari logika manusia, terwujud dalam
putusan adat menikahkan pelaku dan korban (kasus didesa Pota-Sambirampas-
Manggarai) dan tidak menikahkan pelaku dan korban (kasus di desa Dirumalik-
Nagekeo) dengan mempertimbangkan agama  yang diyakini oleh masing-masing pihak.
Hal ini menggambarkan adanya sesuatu yang bersifat fitri, artinya semua manusia pada
hakikatnya  baik muslim maupun bukan muslim memiliki pengetahuan fitri tentang
baik buruk. Manusia tidak hanya mengandalkan agama tapi juga melibatkan etika yang
secara rasional untuk membantu manusia memahami tindakan moral yang dibuatnya,
dalam konteks ini toleransi sebagai etika moral yang digunakan manusia untuk hidup
bersama dalam rangka membangun kehidupan yang harmonis.
(b) Mempertimbangkan/ mengandung nilai ajaran agama, etika, dan moral yang
bersifat holistik yang dalam hal ini kepercayaan animism dan dinamisme yang diterima
secara turun temurun dari  leluhur, hal ini nampak dalam konsep belis (dalam konteks
pembayaran  mahar atau dalam konteks mengganti kerugian), hatomak tais (menjahit
kembali kain yang terobek dalam konteks pemulihan nama baik atau pemulihan
keseimbangan), rumah adat lae tua (tempat segala aktivitas adat dilaksanakan karena
diyakini roh-roh leluhur ikut hadir), kiuk (ritual potong hewan sebagai acara
perdamaian) dan kokoi ulun (ritual cukur rambut hingga pelontos sebagai pertobatan
sempurna, minum sophi (sebagai pengesahan perkara telah selesai dan  diputus).
3. Konsep Putusan Pengadilan yang Berbasis Transendental
Unsur transendental yang ditemukan pada pengadilan negeri dan pengadian adat
menjadi dasar penyusunan konsep putusan yang berbasis transendental sebagai
alternatif putusan yang terbaik. Putusan pengadilan yang berbasis transendental adalah
putusan pengadilan yang mengakomodasi  empat unsur  transendental.
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a) Pengakuan keberadaan Tuhan, terhadap unsur ini hakim memohon tuntunan Tuhan
dalam mengambil putusan atas perkara yang dihadapinya, serta meyakini dirinya
sebagai wakil Tuhan untuk menyelesaikan persoalan manusia di dunia dan akan
dipertanggunjawabkan di akherat, dengan memiliki sikap batin ini  hakim akan
berupaya secara sadar untuk memperoleh keadilan yang sesuai dengan keadilan yang
dikehendaki  masyarakat dan keadilan yang sesuai dengan kehendak Tuhannya.
Dengan demikian perilaku dan sikap batin yang dimiliki hakim selaras atau dengan
kata lain merefleksikan irah irah putusan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan
YME”
b) Hakim menggunakan hati nurani  dalam membuat keputusan, terhadap unsur ini
ketika menghadapi perkara yang sulit dan ragu dalam memutuskan perkara yang
dihadapinya, hakim menggunakan kalbunya untuk memperoleh bisikan kebenaran
dari Sang Ilahi sehingga menguatkan keyakinannya untuk memberikan putusan yang
benar adalah benar dan yang salah adalah salah
c) Pengakuan akan adanya norma-norma mutlak dari Tuhan yang tidak berasal dari akal
manusia, terhadap unsur ini hakim menggunakan dalil atau ayat yang sesuai dengan
keyakinan moralnya terkait tindak pidana perkosaan dan meyakini bahwa setiap
pelaku tindak pidana perkosaan/ kejahatan seksual selain di ancam dengan hukuman
duniawi, juga terdapat ancaman ukhrawi yang menimbulkan rasa takut untuk
melakukan perbuatan yang dilarang sekaligus mencegah masyarakat dari akibat buruk
yang mungkin terjadi.
d) Putusan hakim mempertimbangkan/mengandung nilai ajaran agama, etika, dan moral
yang bersifat holistik, terhadap unsur ini hakim menggunakan  nilai nilai yang hidup
dan diyakini  masyarakat (lokal wisdom) yang  diperoleh dari leluhur/nenek moyang
yang terus dan tetap dijalankan dari generasi ke generasi.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian disertasi ini penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut ini:
1. Pemerintah perlu melakukan penuntasan terhadap KUHP yang baru dan melakukan
review terhadap frasa dengan ketentuan apabila denda  tidak dapat dibayar maka
diganti dengan pidana kurungan” karena terdakwa yang dikenai pidana denda akan
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memilih pidana kurungan seharusnya pidana kurungan tersebut dihilangkan sehingga
denda merupakan kewajiban yang harus dipenuhi tanpa pengecualian
2. Hakim diharapkan memiliki keberanian untuk mempertimbangkan aspek
transendental yang sesuai dengan keyakinannya sehingga selain meniscayakan
keadilan yang hakiki, juga memiliki dimensi keimanan sebagai refleksi kepala
putusan yang berbunyi” Demi keadilan berdasarkan ketuhanan YME.
3. Masyarakat dalam wilayah yang lembaga adatnya masih dihormati dan masih eksis
menyelesaikan kasus semestinya diperkuat dengan modernisasi bagi penerus
kekuasaan kepala suku sehingga putusan adat meningkat kualitasnya dalam
memutuskan perkara-perkara adat.
4. Penelitian ini belum bersifat komprehensif, oleh karena itu diharapkan penelitian
lebih lanjut untuk menganalisis sekaligus mendeskripsikan ketidakadilan yang
dihadapi terutama gender perempuan dalam perkara kekerasan seksual .
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